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BAB II 

JORGE J.E. GRACIA DAN TEORI FUNGSI INTERPRETASI 

A. Sketsa Biografis dan Akademis Jorge J.E. Gracia 

Jorge J.E. Gracia lahir pada tahun 1924, di Kuba. Ia dilahirkan dari pasangan 

Dr. Ignacio J.L. de la C. Gracia Dubié dan Leonila M. Otero Munoz. Pada usia 24 

tahun, Gracia menikah dengan seorang wanita yang bernama Norma E. Silva Casabé 

pada tahun 1966. Pernikahan ini dikaruniai dua orang anak yang cantik, yaitu Leticia 

Isabel dan Clarisa Raquel. Gracia mempunyai empat orang cucu, yaitu James M. 

Griffin, Clarisa E. Griffin, Sofia G. Taberski, dan Eva L. Taberski.
1
 

Gracia adalah seorang profesor dalam bidang filsafat di Departement of 

Philosophy, University Of Buffalo di New York.  Ia menempuh undergraduate 

program (B.A.) dalam bidang filsafat di Wheaton College (lulus tahun 1965), 

graduate program (M.A.) dalam bidang yang sama di University Of Chicago dan 

doctoral program juga dalam bidang filsafat di University Of Toronto. Selain 

menempuh pendidikannya di beberapa institusi formal, Gracia juga menempuh 

pendidikannya di beberapa institusi non formal, seperti pendidikan Arsitektur dan 

pendidikan Escuela de Artes Plasticas de San Alejandro di Universidad de La 

Habana, yaitu pada tahun 1960-1961. Selain itu juga pernah belajar di pendidikan 

                                                           

1
 Lihat http://www.acsu.buffalo.edu/~gracia/cv.html, diakses pada tanggal 28 Mei 2016. 

http://www.acsu.buffalo.edu/%7Egracia/cv.html
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Study and Research di Institus d‟Estudis Catalans, Barcelona, pada tahun 1969-

1970.
2
  

Gracia juga aktif dalam beberapa organisasi yang tentunya masih erat 

kaitannya dengan Filsafat. Beberapa di antaranya adalah The American Philosophical 

Association (APA), The Society for Medieveal and Renaissance Philosophy (SRMP), 

Society for Iberian and Latin American Thought (SILAT), Federacion Internacional 

de Estudios sobre American Latina el Caribe (FIEALC), American Catholic 

Philosophical Association (ACPA), The Metaphysical Society of American (MSA), 

Editorial Boards of Philosophy and Phenomenological Research, Revista 

Latinoamericana de Filosofia, Cuadernos de Etica, Analogia, Medievalia 

Philosophiaa Scientifica, Topicos, Essays in Philosophy, Deveneris, The New 

Centennial Review, Quaestio, SUNY Series de Latin-American dan Iberian Thought 

and Culture. 

Melihat dari sejarah pendidikannya, diketahui bahwa bidang ketertarikan 

Gracia sangat linear, yakni filsafat, sehingga tidak diragukan bahwa dia memiliki 

ilmu yang mendalam tentang berbagai hal dalam bidang filsafat, seperti metafisika 

atau ontologi, historiografi filosofis, filsafat bahasa atau hermeneutika, filsafat 

skolastik, dan filsafat Amerika Latin. Gracia telah menulis lebih dari empat puluh 

buku, buku yang ditulis beraneka ragam. Sehingga keahlian Gracia dalam bidang-

                                                           
2
 Lihat http://www.acsu.buffalo.edu/~gracia/cv.html, diakses pada tanggal 28 Mei 2016. 

http://www.acsu.buffalo.edu/%7Egracia/cv.html
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bidang tersebut di atas dibuktikan dengan karya-karyanya yang cukup banyak, baik 

dalam bentuk buku, artikel dalam jurnal dan antologi, maupun artikel seminar.
3
 Di 

antara karya-karya tersebut yaitu:   

1. A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology (Albany: State 

University of New York Press, 1995). 

2. Text: Ontological Status, Identity, Author, Audience (Albany: State 

University of New York Press, 1996). 

3. “Texts and Their Interpretation”, review of metaphysics (1990). 

4. “Can There Be Texts Without Historical Audiences?” The Identity and 

Function of Audiences”, review of metaphysics (1994). 

5. Can There Be Texts Without Historical Authors? American Philosophical 

Quarterly (1994). 

6. “Relativism and The Interpretation of Texts”, Metaphilosophy (2000). 

7. The interpretation of revealed texts: do we know what god means? 

 (presidential address), proceedings of the American catholic philosophical 

association, (Washington, Dc: Catholic University of America Press, 

1998). 

8. “A Theory of Author”, dalam W. Irwin, (ed.), The Death and Resurrection 

of the Author (Westport, CN: Greenwood Press, 2002). 

                                                           
3
 Untuk lebih jelasnya mengenai semua karya-karya Jorge J.E. Gracia bisa dilihat dalam 

http://www.acsu.buffalo.edu/~gracia/cv.html, diakses pada tanggal 28 Mei 2016. 

http://www.acsu.buffalo.edu/%7Egracia/cv.html
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9. “The Uses And Abuses of the Classics: Interpreting Interpretation in 

Philosophy”, dalam J.J.E. Gracia dan Jiyuan Yu (eds). Uses and Abuses of 

the Classics: Interpretation in Philoshophy. 

10. “Meaning”, dalam Dictionary for Theological Interpretation of 

Scriptures, diedit oleh Kevin J. Vanhoozer, Daniel J. Treier, et al. 

11. The Ethics of Interpretation, in volume of the international academy 

for philosophy, Liechtenstein, forthcoming? 

12. Philosophy and Its History: Issues in Philosophical Historiography 

(Albany, NY: State University of New York Press, 1992). 

13. Author and repression, contemporary philosophy (1994). 

14. Individuality: An Essay on the Foundations of Metaphysics (Albany, 

NY: State University of New York Press, 1998). 

15. Metaphysics and Its Task: The Search for the Categorial Foundation 

of Knowledge (Albany, NY: State University of New York Press, 1999). 

Dari beberapa karya tersebut, Gracia menjelaskan bahwa ada empat buku 

yang ditulisnya terkait dengan hermeneutika. Empat buku tersebut menjelaskan 

mengenai teori tentang tekstualitas dan interpretasi.
4
 Empat buku tersebut adalah 

Philosophy and Its History: Issues in Philosophical Historiography (1992), A Theory 

                                                           
4
 Zunly Nadia, “Hermeneutika Jorge J.E. Gracia dan Relevansinya dalam Memahami Hadis”, 

Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: 2012), 42-46. 
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of Textuality: The Logic and Epistemology (1995), Text: Ontological Status, Identity, 

Author, Audience (1996), dan buku yang berjudul How Can We Know What God 

Means? The Interpretation of Relevation (2001).  

Fokus kajian Gracia tentang Hermeneutika tertuang dalam karyanya yang 

berjudul Philosophy and Its History: Issues in Philosophical Historiography. Dalam 

bukunya ini Gracia awali dengan membahas seputar interpretasi teks-teks filsafat dan 

historiografi filosofis serta pemecahan permasalahan yang terkait dengannya. Selain 

itu juga, ada beberapa grand narasi  yang menjadi pembahasan dalam buku ini. 

Beberapa di antaranya membahas seputar filsafat dan sejarah. Menurut Gracia kajian 

terhadap sejarah dan filsafat harus dilakukan secara filosofis. Untuk itu Gracia 

menawarkan metode penelitian sejarah yang juga diulas olehnya dalam buku ini. 

Salah satunya adalah menentukan sifat dan peran teks serta interpretasinya terhadap 

kajian sejarah. Selain itu, dalam buku ini juga Gracia membahas mengenai tahap-

tahap perkembangan filsafat. 

Setelah menyelasaikan buku tersebut di atas, Philosophy and Its History: 

Issues in Philosophical Historiography, Gracia menyadari bahwa isu tentang 

tekstualitas dan interpretasi yang juga telah ia kemukakan dalam buku tersebut 

memerlukan perhatian tersendiri. Oleh karenanya Gracia mulai menggarap proyek 

besarnya dengan menulis buku kedua terkait dengan tekstualitas dan interpretasi 

secara mendetail.  Gracia merumuskan sebuah teori dan definisi tentang tekstualitas 

dan interpretasi. Teori ini muncul ketika Gracia dihadapkan kepada bagaimana 
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menentukan peran teks terhadap perkembangan sejarah filsafat dan metode 

interpretasinya yang ideal. Sehingga lahirlah buku Gracia yang berjudul A Theory of 

Textuality: The Logic and Epistemology. Dalam bukunya ini, Gracia mencoba 

menjelaskan tentang teori tekstualitas dengan berlandaskan pada pandangan beberapa 

filosof analitik dan kontinental yang telah dikembangkan oleh beberapa tokoh. Dalam 

buku ini juga dibahas tentang beberapa faktor yang menyebabkan rancunya 

pengertian teks dan tekstualitas, yaitu 1) pemahaman kategori teks yang terlalu 

sempit, 2) kurangnya perbedaan yang tepat antara isu-isu logika, dan 3) kurangnya 

landasan yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan epistemologis dan metafisika terkait 

dengan analisis logika. Tidak hanya membahas kerancuan-kerancuan seputar teks dan 

tekstualitas, Gracia juga memberikan solusi pemecahan masalah-masalah tersebut.  

Selanjutnya, untuk memperdalam kajiannya terhadap teks, Gracia menulis 

buku ketiga yang berjudul Text: Ontological Status, Identity, Author, Audience 

(1996). Di dalam buku ini, Gracia menjelaskan mengenai definisi teks dari aspek 

ontologinya. Menurut Gracia, bahwa teks apapun bentuknya, tentu meiliki 

“penciptanya” yang Gracia sebut dengan author. Kemudian author dari teks tersebut 

tentu menulis atau menghasilkan sebuah teks yang memiliki tujuan agar dapat 

tersampaikan kepada audiens. Di sinilah Gracia berpendapat bahwa teks memiliki 

relasi terhadap author dan audiens yang dengan relasi tersebut akan dapat ditemukan 

makna. Sehingga, makna inilah yang menjadi tujuan munculnya teks.  
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Selanjutnya, dalam buku keempatnya yang kaitannya dengan hermeneutika 

adalah How Can We Know What God Means? The Interpretation of Relevation 

(2001). Dalam buku ini Gracia khusus membahas tentang bagaimana 

menginterpretasi teks-teks yang dianggap sebagai wahyu oleh individu maupun 

kelompok. Gracia memahami bahwa untuk dapat mengetahui maksud Tuhan, tentu 

diperlukan seleksi terhadap teks yang dianggap oleh individu atau kelompok sebagai 

teks suci. Maksudnya adalah bahwa Tuhan menyampaikan pesannya tentu tidak 

secara langsung, akan tetapi Tuhan menyampaikannya kepada seseorang yang 

dipilihNya. Kemudian pesan yang tersampaikan kepada orang pilihanNya ini, oleh 

sebagian besar pemeluk agama, tertuan ke dalam kitab-kitab suci dalam bentuk teks. 

Sehingga teks inilah yang kemudian menjadi maksud dari Tuhan.  

Kemudian untuk mengetahui maksud dari teks tersebut adalah berkaitan 

dengan bagaimana seseorang dan sejauh mana ia memahami teks tersebut. 

Pemahaman seseorang terhadap teks-teks suci sangat berkaitan dengan interpretasi 

teologis yang diyakini, maksudnya adalah bahwa ketika ingin melakukan interpretasi 

terhadap teks-teks suci yaitu harus berlandaskan kepada metode-metode interpretasi 

teologis yang diyakini. Dengan demikian, kebenaran hasil interpretasi tersebut hanya 

bisa diukur dari dalam tradisi interpretasi teologis yang dipercayai.  

Dari keempat buku pokok Gracia tentang hermeneutika yang telah dipaparkan 

di atas, penulis hanya akan mengemukakan teori-teori hermeneutika dari buku 

keduanya yang berjudul A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology. Buku 
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keduanya ini cukup mewakili sebagai metode interpretasi teks-teks keagamaan. 

Karena selain menjelaskan tentang makna dan fungsi teks, juga dijelaskan juga 

didalam buku tersebut mengenai metode interpretasi terhadap teks yang cukup 

kompleks.   

B. Pemikiran Hermeneutika Jorge J.E. Gracia dan Hakikat Interpretasi 

(Penafsiran)  

Gracia memiliki konsep hermeneutika yang cukup komprehensif. Terkait 

dengan konsep, Gracia bependapat bahwa teks adalah entitas historis, dalam arti 

bahwa teks itu diproduksi oleh pengarang atau muncul pada waktu tertentu dan 

tempat tertentu. “A text is a group of entities, used as signs, which are elected, 

arranged, and intended by an author in a certain context to convey some specific 

meaning to an audience” (teks adalah sekumpulan entitas yang digunakan sebagai 

tanda, dipilih, disusun, dan dimaksudkan oleh seorang pengarang dalam sebuah 

konteks tertentu untuk menyampaikan makna atau pemahaman tertentu kepada 

audien).
5
 Dengan demikian, teks merupakan bagian dari masa lalu. Ketika kita 

berinteraksi dengan teks, kita berperan sebagai historian dan berusaha mendapatkan 

kembali masa lalu. Akan tetapi, yang menjadi problem adalah bahwa penafsir hampir 

tidak memiliki akses langsung terhadap makna yang dikandung oleh teks tertentu. 

Penafsir hanya dapat mengakses entitas yang digunakan oleh pengarang teks untuk 

                                                           
5
 Jorge J.E. Gracia, A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology,  4.  
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berusaha menyampaikan pesan atau makna tertentu. Sehingga, upaya menemukan 

kembali makna historis adalah problem fundamental bagi hermeneutika dan dapat 

menentukan hakikat dan fungsi interpretasi. 

Dalam hal ini, Gracia menawarkan solusi terhadap problem hermeneutis 

tersebut. Bahwa solusi tersebut menurutnya dapat ditemukan dalam apa yang 

disebutnya dengan istilah “the development of textual interpretation” (pengembangan 

interpretasi tekstual) yang tujuannya adalah untuk mernjembatani kesenjangan antara 

situasi-situasi di mana teks itu muncul atau diproduksi dan situasi-situasi yang ada di 

sekitar audiens kontemporer yang berusaha menangkap makna dan implikasi dari teks 

historis tersebut.  

Mengenai hakikat interpretasi, Gracia menjelaskan mengenai pengertian 

interpretasi jika dilihat dari segi etimologi dan terminologinya. Mengenai pengertian 

interpretasi secara etimologis dia mengatakan sebagai berikut: 

The term „interpretation‟ is the English translation of the Latin 

interpretatio, from interpres, which etymologycally meant “to spread 

abroad”. Accordingly, interpres came to mean an agent between two 

parties, a broker or negotiator and by extension an explainer, 

expounder, and translator. The Latin term interpretatio developed at 

least three different meanings. Sometimes it meant “meaning” so that to 

give an interpretation was equivalent to give the meaning of whatever 

was being interpreted. Interpretatio was also taken to mean 

“translation”; the translation of a text into a different language was 

called an interpretation. Finally, the term was used to mean 

“explanation”, and by this an interpretation was meant to bring out what 
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was hidden and unclear, to make plain what was irregular, and to 

provide an account of something or other.
6
 

Gracia menjelaskan bahwa istilah interpretation adalah terjemahan Inggris 

dari kata Latin interpretatio yang berasal dari kata interpres yang secara etimologis 

berarti „menyebarkan keluar‟. Masih dalam satu akar kata tersebut, Gracia 

menegaskan bahwa kata interpres bisa diterjemahkan dengan agen antara dua pihak, 

dan secara lebih jauh berarti penjelas dan penerjemah. Istilah Latin interpretatio 

paling tidak mempunyai tiga makna, yaitu (1) meaning (arti), sehingga memberi 

interpretasi itu sama dengan memberi arti sesuatu yang ditafsirkan. (2) translation, 

menterjemahkan sebuah teks dari bahasa tertentu ke dalam bahasa lain. (3) istilah 

interpretatio dipakai untuk menunjukkan makna explanation (penjelasan), yang 

dengan arti ini interpretasi berarti menjelaskan sesuatu yang tersembunyi dan tidak 

jelas, membuat sesuatu yang tidak teratur menjadi teratur, dan menyediakan 

informasi tentang sesuatu atau yang lainnya. Gracia menyadari bahwa obyek 

penafsiran pada dasarnya tidak hanya teks, melainkan juga fakta, perilaku orang, dan 

bahkan alam. Akan tetapi, dia menegaskan bahwa hermeneutika yang dia bangun 

adalah hermeneutika teks. 

Sedangkan secara terminologis, terdapat tiga cara pokok di mana istilah 

interpretasi itu digunakan dalam hubungannya dengan teks. Gracia menyatakan 

bahwa interpretasi bisa didefinisikan dalam tiga bentuk pengertian. Pertama, istilah 

                                                           
6
 Jorge J.E. Gracia, A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology, 147. 
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interpretasi itu sama dengan pemahaman (understanding) yang dimiliki seseorang 

terhadap makna teks.  

Interpretation is the same thing as an understanding one has of the 

meaning of a text. In this sense, for example when two different but 

correct answers are given to the same question, we speak of two 

differens interpretations of the questions. Obviously, what is means 

here are two different understandings of what the question means that 

give rise to the two answers.
7
 

Bahwa interpretasi itu sama dengan pemahaman (understanding) yang 

dimiliki seseorang terhadap makna teks. Terkadang interpretasi itu digunakan sebagai 

satu bentuk pemahaman yang mungkin dimiliki seseorang. Namun lebih sering lagi 

interpretasi itu ditandai oleh dua hal, yaitu (1) bahwa pemahaman tertentu bukanlah 

satu-satunya pemahaman yang mungkin dan valid terhadap teks yang ditafsirkan, dan 

(2) bahwa subyektivitas penafsir memainkan peran kunci dalam penafsiran. Dalam 

arti ini, misalnya ketika terdapat satu pertanyaan tetapi ada dua jawaban yang berbeda 

dan itu sama-sama benar, maka berarti terdapat dua interpretasi terhadap pertanyaan 

tersebut. Sehingga terlihat jelas bahwa apa yang di maksud di sini adalah dua 

pemahaman terhadap apa yang dimaksud oleh pertanyaan yang sama, yang dapat 

menimbulkan dua jawaban tadi. Terkait dengan hal ini, Gracia mengatakan bahwa 

kebenaran dalam hal penafsiran itu bisa saja bersifat plural. 

Definisi kedua dari istilah interpretasi, menurut Gracia yaitu: 

                                                           
7
 Jorge J.E. Gracia, A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology, 148.   
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Interpretation is also frequently used to refer to a process or activity 

where by develops an understanding of a text. Therefor, the procedure I 

follow to graps the meaning of  the sentence, „Minina is on the mat‟, is 

called an interpretation. In this sense, an interpretation involves 

decoding the text to understand it is message, and it is not to be 

identified with the message it self. This meaning is frequently 

interchanged with the other two I mention here, leading to imprecisions 

and ambiguitis in the literature. Interpretation, understood thus, has 

more to do with the methodology of developing understanding and thus 

is not directly relevant to aur topic. For this reason, I shall leave its 

discussion for some other occasion.
8
  

 Pada bagian kedua ini dijelaskan bahwa interpretasi itu juga bisa digunakan 

untuk menunjuk pada proses atau aktivitas di mana seseorang mengembangkan 

pemahaman terhadap teks. Dalam hal ini, sebuah penafsiran melibatkan pengkodean 

(decoding) terhadap teks untuk memahami pesannya, dan pemahaman ini tidak harus 

identik dengan pesan itu sendiri. Pada definisi interpretasi yang kedua ini, titik 

tekannya adalah pada metodologi pengembangan pemahaman. 

Adapun definisi interpretasi yang ketiga dan yang dipakai oleh Gracia adalah 

“The term interpretation is also used in a third way, to refer to texts, and this is the 

sort of interpretation that I shall discuss in this chapter”.
9
 Menurut Gracia, istilah 

interpretasi juga digunakan untuk merujuk pada teks. Bahwa interpretasi tidak hanya 

sekedar menjelaskan atau mengembangkan makna dari teks, akan tetapi interpretasi 

seharusnya juga mengandung teks yang akan ditafsirkan. Sehingga dalam hal ini, 

Interpretasi menurutnya melibatkan tiga hal, yaitu (1) teks yang ditafsirkan 

                                                           
8
 Ibid. 

9
 Ibid.  
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(interpretandum), (2) penafsir, dan (3) keterangan tambahan (interpretans).
10

 

Interpretandum adalah teks historis, sedangkan interpretans memuat tambahan-

tambahan ungkapan yang dibuat oleh penafsir sehingga interpretandum lebih dapat 

dipahami. Dengan adanya interpretandum dan interpretans dalam satu bagian, maka 

akan mengurangi kesalah pahaman terhadap interpretasi. Sehingga interpretasi yang 

ideal haruslah mencakup kedua hal tersebut, yakni interpretandum (teks yang 

ditafsirkan) dan interpretans (teks tambahan atau penjelas). Definisi interpretasi yang 

ketiga inilah yang dipakai oleh Gracia. Sehingga dalam hal ini fungsi umum 

interpretasi menurut Gracia dalah menciptakan di benak audiens kontemporer 

pemahaman terhadap teks yang sedang ditafsirkan.  

C. Teori Fungsi Interpretasi Jorge J.E. Gracia 

Jorge J.E. Gracia dalam bukunya A Theory of Textuality mengenalkan sebuah 

teori interpretasi yang dikenal dengan teori fungsi interpretasi (interpreter’s function). 

Fungsi umum interpretasi adalah menciptakan di benak audiens kontemporer 

pemahaman terhadap teks yang sedang ditafsirkan.
11

 Dengan kata lain, sebuah 

penafsiran harus menjadi sebuah tindakan yang dapat memberikan pengaruh pada 

audiens, yaitu menciptakan di dalam audiens pemahaman terkait dengan teks historis 

yang sedang menjadi objek penafsiran. Fungsi ini oleh Gracia dibagi ke dalam tiga 

                                                           
10

 Ibid., 149.  

11
 Syafa‟atun Almirzanah dan Sahiron Syamsuddin (ed), Pemikiran Hermeneutika dalam 

Tradisi Barat: Reader (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2011), 

136.   
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macam fungsi spesifik yang dapat mempengaruhi bentuk-bentuk pemahaman, yaitu 

fungsi historis (historical function), fungsi pengembangan makna (meaning function), 

dan fungsi implikatif (implicative function). Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai 

ketiga fungsi tersebut: 

1. Fungsi Historis (Historical Function) 

Fungsi historis (historical function) bertujuan untuk menciptakan 

kembali di benak audiens kontemporer pemahaman yang dimiliki oleh 

pengarang historis (historical author) dan audiens historis (historical 

audience).
12

 Dalam hal ini, penafsir bertujuan membantu audiensnya 

memahami teks, sebagaimana yang dipahami oleh pengarang dan audiens 

historis. Sehingga tugas penafsir di sini adalah membuat audiens 

kontemporer paham terhadap makna teks yang dimiliki oleh pengarang dan 

audiens pada masanya. Dalam arti ini, seolah-olah audiens kontemporer 

bisa merasakan seperti berada dalam kondisi dan situasi yang dialami oleh 

audiens historis. Oleh karena itu untuk melakukan hal ini perlu untuk 

menambah elemen teks sejarah yang akan memungkinkan untuk 

menciptakan kembali tindakan-tindakan yang dapat merefleksikan budaya 

dan konteks ketika teks itu muncul. 

                                                           
12

 Ibid., 137. 
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Dari sinilah dapat dilihat lebih jelas mengapa interpretasi 

merupakan bagian integral dari pemahaman historical text untuk 

memahami sebuah teks. Tujannya ialah untuk menjembatani kesenjangan 

kontekstual, konseptual, budaya dan sebagainya yang memisahkan teks 

dimana ia dibaca, didengar, atau bahkan diingat. Hal ini merupakan sesuatu 

yang tak bisa dipungkiri karena perbedaan budaya dan rentang waktu 

antara pencipta teks dengan pembaca tentu saja akan melahirkan konsep 

yang berbeda pula. Untuk menyatukan makna dari suatu teks, di sinilah 

letak urgennya sebuah kajian terhadap sejarah teks atau disebut historical 

function dalam teori ini. 

2. Fungsi Makna (Meaning Function) 

Fungsi interpretasi yang kedua adalah fungsi pengembangan makna 

(meaning function), yaitu bertujuan untuk menciptakan di benak audiens 

kontemporer pemahaman di mana audiens kontemporer itu dapat 

menangkap dan mengembangkan makna (meaning) dari teks. Hal ini 

terlepas dari apakah makna tersebut memang secara persis merupakan apa 

yang dimaksud oleh pengarang teks dan audiens historis, atau tidak.
13

 Di 

dalam fungsi ini peran atau tugas seorang penafsir menjelaskan kepada 

audiens kontemporer pemahaman tentang arti atau maksud dari sebuah 

                                                           
13

 Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an, 56. Lihat juga 

dalam  Syafa‟atun Almirzanah dan Sahiron Syamsuddin (ed), Upaya Integrasi Hermeneutika dalam 

Kajian Al-Qur’an dan Hadis: Teori dan Aplikasi (Buku 2 Tradisi Barat), 150-151.  
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teks. Sehingga dalam mengembangkan makna ini penafsir harus tahu 

tentang sejarah ketika teks itu muncul dan juga harus tahu tata bahasa 

ataupun kata-kata yang digunakan dalam teks tersebut. Hal ini 

dimaksudkan karena dari waktu ke waktu bahasa terus berkembang. 

Dengan fungsi yang kedua ini, penafsir teks diharapkan mampu 

memunculkan makna teks yang lebih luas dan mungkin lebih mendalam 

kepada contemporary audiens. Jelas dipahami bahwa tujuan dari fungsi 

kedua ini bukanlah memunculkan kembali di benak contemporary audiens 

makna teks yang sebenarnya ketika teks tersebut muncul dan dipahami oleh 

historical audiens, akan tetapi penafsir dituntut untuk mengembangkan 

makna dari teks yang ditafsirkan agar lebih luas dan mendalam. Sehingga 

contemporary audiens mampu menangkap makna tersebut.  

Perkembangan makna yang dimaksud adalah suatu pemahaman 

tambahan dalam menafsirkan suatu teks karena kondisi yang dialami para 

penafsir yang berbeda-beda. Akan tetapi bukan dalam artian penafsiran 

tersebut hilang kendali dari makna subtansi suatu teks, melainkan 

perkembangan makna tersebut hanyalah suatu pengembangan dari makna 

subtansi yang dikandung oleh teks sebagai upaya penyesuaian dengan 

problematika yang sedang dialami para penafsir atau dengan kata lain 

menghidupkan teks sesuai dengan permasalahannya.  
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3. Fungsi Implikatif (Implicative Function) 

Dalam fungsi implikatif ini, interpretasi berfungsi menciptakan di 

benak contemporary audiens (audiens kontemporer) pemahaman sehingga 

mereka memahami implikasi dari makna teks yang ditafsirkan.
14

 Di dalam 

fungsi ini penafsir mencoba menghubungkan antara teks yang sedang ia 

tafsirkan dengan bidang keilmuan lain yang masih ada hubungan atau 

ketertarikannya dengan teks yang sedang ditafsirkan tersebut. Dengan 

mengkorelasikan dengan bidang keilmuan lain ini, diharapkan audiens 

kontemporer mampu menangkap makna yang lebih luas dan di sisi lain 

dapat menambah wawasan pengetahuan audiens kontemporer. Lebih 

jelasnya, penafsir berhak mengembangkan makna, sehingga teks tersebut 

mempunyai signifikansi dan bisa diaplikasikan sesuai untuk masa dan 

tempat di mana penafsiran itu dilakukan.  

D. Teori Fungsi Interpretasi Jorge J.E. Gracia dalam Penafsiran Al-Qur’an 

Teori hermeneutika Jorge J.E. Gracia memiliki signifikansi dalam 

memperkuat Ulumul Qur‟an dan dapat digunakan dalam menafsirkan al-Qur‟an. 

Ketiga teori fungsi Gracia di atas baik itu historical function, meaning function, dan 

implicative function menurut penulis merupakan satuan teori yang sangat relevan 

dalam penafsiran al-Qur‟an. Sehingga untuk memudahkan dan memahami keterkaitan 

                                                           
14

 Syafa‟atun Almirzanah dan Sahiron Syamsuddin (ed), Pemikiran Hermeneutika dalam 

Tradisi Barat: Reader, 138.  
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teori ini dengan penafsiran al-Qur‟an, di sini penulis akan menjelaskan di mana letak 

dan posisi ketiga teori fungsi tersebut dalam penafsiran al-Qur‟an.  

Pertama, historical function (fungsi historis). Gracia dalam hal ini 

merumuskan seorang penafsir haruslah memaknai suatu teks dengan memahami 

konteks di mana teks itu muncul pertama kalinya seperti yang sudah dijelaskan di 

atas. Dengan metode ini makna historis teks dapat tersampaikan kepada 

contemporary audiens, meskipun terdapat jarak yang cukup jauh di antara keduanya. 

Dalam kajian al-Qur‟an hal ini disebut dengan asba>b al-nuzu>l. Arti sederhana dari 

asbab al-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya suatu ayat.
15

 

Sehingga, asba>b al-nuzu>l akan memberikan gambaran setting historis dari sebuah 

ayat al-Qur‟an yang menjelaskan konteks di mana ayat itu diturunkan sebagai respon 

terhadap problematika masyarakat pada saat itu.  

Oleh karena itu, dengan mengetahui historical function yang meliputi 

historical text, historical author, dan historical audiens atau asba>b al-nuzu>l dalam 

kajian al-Qur‟an tidak menutup kemungkinan audiens kontemporer dapat memahami 

apa yang akan disampaikan oleh pencipta teks. Sehingga teks tersebut tetap relevan 

meskipun dalam konteks dan kebudayaan yang berbeda.  

Kedua, meaning function (fungsi pengembangan makna). Kajian tentang 

perkembangan makna tentunya sangat penting untuk digali lebih dalam. Langkah ini 
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 Manna‟ Khali >l al-Qat{t{a >n, Studi Ilmu-ilmu Qur’an, 108-109.  
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dilakukan agar tidak terlalu cepat mengklaim benar atau salah dalam memahami 

makna-makna yang datang akibat dari pembacaan terhadap suatu teks. Perkembangan 

makna yang dimaksud di sini adalah suatu pemahaman tambahan dalam menafsirkan 

suatu teks. Pengembangan makna ini merupakan pengembangan terhadap makna 

subtansi yang dikandung oleh teks sebagai upaya penyesuaian dengan problematika 

yang sedang dialami para penafsir atau dengan kata lain menghidupkan teks sesuai 

dengan permasalahannya.  

Hadis secara fungsinya adalah sebagai penjelas atau penafsiran yang pertama 

terhadap al-Qur‟an, sehingga dalam teori yang kedua ini dalam teori meaning 

function, hadis adalah sebagai salah satu cara untuk mengembangkan makna dari teks 

yang ditafsirkan dan lebih jauh lagi kitab-kitab tafsir yang muncul setelahnya. 

Kategori ini bisa saja sama dalam ranah makna, akan tetapi berbeda pada aspek 

penerapannya karena problematika masyarakat yang secara dinamis terus 

berkembang dari masa ke masa. Oleh karena itu, pemetaan perkembangan makna 

perlu adanya yaitu untuk memahami suatu konsep secara komprehensif.   

Ketiga, implicative function (fungsi implikasi). Pemaknaan terhadap sebuah 

teks akan berpengaruh pada penerapannya, dalam hal ini disebut dengan fungsi 

implikasi atau penerapan. Fungsi penerapan ini dalam memahami makna suatu teks 

al-Qur‟an khususnya, menurut penulis akan memberikan gambaran atas makna yang 

ditangkap pelaku sejarah atau audiens historis sampai pada audiens kontemporer. 

Dengan pengertian, bagaimana teks itu diterapkan merujuk pada konsep yang mereka 
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miliki. Oleh karena itu, fungsi penerapan ini dalam kajian al-Qur‟an atau penafsiran 

al-Qur‟an pada khususnya akan mendeskripsikan bagaimana teks ayat-ayat al-Qur‟an 

tersebut diterapkan pada saat munculnya dan dimunculkan kembali dalam berbagai 

kasus lainnya.  

Dari pemaparan di atas, maka penulis merasa bahwa teori fungsi yang diusung 

oleh Gracia ini relevan dalam mengungkap makna ayat-ayat al-Qur‟an secara 

komprehensif, yaitu tidak hanya terbatas pada konseptual dan kontekstual saja akan 

tetapi bagaimana memadukan antara teks dengan konteksnya.    
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BAB III 

AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DAN PENAFSIRAN PARA 

ULAMA TENTANG AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN NON MUSLIM 

Kepemimpinan secara terminologi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) berasal dari kata dasar “pimpin”. Dengan mendapat awalan “me” menjadi 

“memimpin”, yaitu mempunyai arti menunjukkan jalan dan membimbing. Arti lain 

yang sama pengertiannya adalah mengetuai atau mengepalai, memandu dan melatih 

dalam arti mendidik dan mengajari supaya dapat mengerjakan sendiri.
1
 Perkataan 

memimpin bermakna sebagai kegiatan, sedangkan yang melaksanakannya disebut 

pemimpin. Sehingga pemimpin adalah orang yang memimpin atau mengetuai atau 

mengepalai. Sedangkan dari kata pemimpin berkembang perkataan kepemimpinan, 

berupa penambahan awalan “ke” dan akhiran “an” pada kata pemimpin. Dalam hal 

ini kepemimpinan menunjuk pada semua perihal dalam memimpin, termasuk juga 

kegiatannya.
2
 

Konsep kepemimpinan erat kaitannya dengan kekuasaan dan wewenang. 

Kekuasaan (power) adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. 

Sedangkan wewenang (authority) adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau 

                                                           
1
 DEPDIKBUD Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 

684.   

2
 Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 1993), 28.   
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sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari 

masyarakat. Penggunaan wewenang timbul ketika masyarakat mulai mengatur 

pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya.
3
 Dari definisi mengenai 

kepemimpinan yang telah dipaparkan di atas, dalam penelitian ini hanya akan 

membahas kepemimpinan yang dilihat dari “kacamata” Indonesia. Kepemimpinan 

yang akan di bahas dalam bab ini, sebagaimana yang telah disebutkan di awal 

pembahasan bahwa kepemimpinan yang dimaksud hanya terbatas pada 

kepemimpinan dalam posisi-posisi strategis seperti kepala negara atau pemerintahan.   

Terkait hal ini, al-Qur‟an banyak menjelaskan tentang kepemimpinan dalam 

beberapa ayat al-Qur‟an. Di antara ayat-ayat kepemimpinan tersebut beberapa di 

antaranya menjelaskan sosok pemimpin yang Muslim, dan sebagian yang lain 

menjelaskan sosok pemimpin yang non Muslim. Oleh karena itu, secara historis al-

Qur‟an menunjukkan ada dua jenis pemimpin dilihat dari segi agama atau 

kepercayaan, yaitu pemimpin Muslim dan non Muslim. Kemudian ketika dua konsep 

ini dihadapatkan dengan konteks Indonesia yang mana Indonesia merupakan negara 

yang mempunyai keberagaman agama, maka hal ini tidak bisa dinafikan apabila pada 

gilirannya Indonesia dipimpin oleh orang dari kalangan non Muslim.  

Dengan demikian, maka perlu dikaji ulang terkait konsep pemimpin Muslim 

dan non Muslim dalam al-Qur‟an. Hal ini untuk menemukan relevansi al-Qur‟an pada 

                                                           
3
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar  (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 266.  
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konteks saat ini. Sehingga apabila dikaitkan dengan konteks Indonesia, sebagaimana 

telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak bisa dinafikan apabila Indonesia akan 

dipimpin oleh pemimpin dari kalangan non Muslim, mengingat Indonesia adalah 

negara yang mempunyai keberagaman agama. Dari persinggungan ini apakah 

kemudian Islam membatasi pemimpin hanya dari golongan Muslim saja, atau 

mungkin Islam juga dapat menerima golongan non Muslim sebagai pemimpin. Untuk 

itu, maka dalam bab ini akan dijelaskan beberapa ayat terkait kepemimpinan dalam  

al-Qur‟an.  

A. Redaksi dan Klasifikasi Ayat-ayat Kepemimpinan non Muslim 

1. Identifikasi ayat-ayat kepemimpinan non Muslim 

Secara umum al-Qur‟an menyebutkan banyak ayat yang berkaitan 

dengan kepemimpinan. Setidaknya ada beberapa ayat dalam al-Qur‟an yang 

menyinggung perihal kepemimpinan. Di dalam al-Qur‟an, kepemimpinan 

diistilahkan dengan beberapa term yang artinya mengarah kepada pemimpin. 

Beberapa term tersebut yaitu imam, khalifah, ulil amri, dan wali.
4
 

a. Imam 

Dalam Maqa>yi>s al-Lughah dijelaskan bahwa term imam pada 

mulanya berarti pemimpin shalat. Imam juga berarti orang yang 
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 Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam (Yogyakarta: Al-

Muhsin, 2002), 19.  



48 
 

diikuti jejaknya dan didahulukan urusannya.
5
 Di dalam al-Qur‟an 

kata imam yang merujuk pada makna kata pemimpin yaitu terdapat 

banyak konteks, seperti pemimpin yang akan dipanggil Tuhan 

bersama umatnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan 

mereka (Q.S. al-Isra>: 71), pemimpin orang-orang kafir (Q.S. al-

Taubah: 12), pemimpin spiritual atau para rasul yang dibekali wahyu 

untuk mengajak manusia mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, 

menunaikan zakat, yaitu nabi Ibrahim, Ishaq, dan Ya‟qub (Q.S. al-

Anbiya>’: 73), pemimpin dalam arti luas dan bersifat umum (Q.S. al-

Qas}as: 5 dan 41), serta dalam Q.S. al-Baqa>rah: 124 dan Q.S. al-

Furqa>n: 74.
6
 

b. Khalifah 

Arti khalifah secara etimologi berasal dari kata khalafa-yakhlufu 

yang memiliki beberapa pengertian, yaitu mengganti dan menempati 

tempatnya. Sedangkan kata khalifah sendiri mempunyai arti 

pengganti atau penguasa.
7
 Dalam pengertian yang lainnya, kata ini 

digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi 

                                                           
5
 Abu> Husain Ahmad Ibnu  Fa>ris bin Zakariyyah, Mu’ja>m Maqa>yis al-Lughah (Mesir: Isa> al-

Ba>b al-Halab wa Awla>duh, 1972), I: 82.  

6
 Muhammad Fuad Abdul Baqiy, al-Mu’jam al- Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m (tt: 

Darr al Fikr, 1981), 80-81, 

7
 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 

362.  
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Muhammad (setelah beliau wafat) dalam kepemimpinan Islam. Term 

khalifah dalam al-Qur‟an setelah ditelusuri dangan menggunakan 

Mu‟jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur‟an karya Muhammad Fuad 

Abd Baqy ditemukan bahwa khalifah yang merujuk pada arti 

kepemimpinan yaitu terdapat dalam Q.S. al-Baqarah: 30, Q.S. S{ad: 

26, Q.S. al-An’a>m: 165, Q.S. Yu>nus: 14 dan 73, Q.S. al-Fa>t}ir: 39, 

Q.S. al-A’ra>f: 69 dan 74, Q.S. al-Naml: 62.
8
 

c. Ulil Amri 

Ulil amri juga bisa diartikan dengan pemimpin, karna ulil amri 

mempunyai makna orang yang mempunyai urusan dan mengurus. 

Kata ( ي الأمرأول ) u>lil amri dari segi bahasa, )أولي) u>li> adalah bentuk 

jamak dari kata (ولي) wali>y  yang berarti “pemilik” atau “yang paling 

berhak” atau “pantas”, dan “menguasai”.
9
 Sedangkan kata (الأمر) al-

amr adalah perintah atau urusan.
10

 Dengan demikian, u>li> amr 

diterjemahkan sebagai pemilik urusan dan pemilik kekuasaan atau 

hak memberi perintah. Kedua makna ini sejalan, karena siap yang 

berhak memberi perintah berarti ia juga mempunyai kekuasaan 

mengatur suatu urusan dan mengendalikan keadaan. Melalui 
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 Muhammad Fuad Abdul Baqiy, al-Mu’jam al- Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, 240.  

9
 Ibid., 1582.  
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 Ibid., 38.  
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pengertian semacam inilah maka u>li> amr disepadankan dalam arti 

‚pemimpin‛. Sebab, pemimpin diangkat untuk diserahi suatu urusan, 

agar mengurus dengan sebaik-baiknya. Berikut ayat-ayat mengenai 

u>li> amr, Q.S. al-Nisa>„: 59 dan 73.  

d. Wali 

Kata aūliyā‟ (  ) merupakan bentuk plural (jamak) dari kata wali 

yang semula secara leksikal berarti “dekat”. Kemudian dari makna 

asal itu lahir beberapa makna derivatifnya, seperti wala-yali > ( ) 

yang berarti „dekat dengan‟ dan „mengikuti‟. Walla ( ) yang berarti 

„menguasai‟, „menolong‟, dan „mencintai‟. Aula (   ) yang berarti 

„menguasakan‟, „mempercayakan‟, dan „berbuat‟. Tawalla (  ) 

berarti „menetapi‟, „melazimi‟, „mengurus‟, dan „menguasai‟. Semua 

kata turunan dari wali menunjuk kepada adanya makna „kedekatan‟, 

kecuali bila diiringi kata depan „an ( ) secara tersurat dan tersirat 

seperti pada walla „an (   )  dan tawalla „an (    ), maka 

makna yang ditunjuknya adalah menjauhi atau berpaling.  Sehingga 

kata wali dengan demikian mempunyai banyak arti, yakni „yang 

dekat‟, „teman‟, „sahabat‟, „penolong‟, „wali‟, „sekutu‟, 

„pengikut‟,‟pelindung‟, „penjaga‟, „pemimpin‟, „yang mencintai‟, 

„yang dicintai‟, dan juga „penguasa‟.
11

 Berikut beberapa ayat yang 
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 Sahabuddin, Ensiklopedia Al-Qur‟an (Jakarta: Lentera Hati, 2007), IV: 1060-1061.   
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menggunakan lafadz aūliyā‟, Q.S. Ali Imra>n: 28, Q.S. al-Nisa >„: 144, 

Q.S. al-Ma>idah: 51 dan 57, Q.S. al-Mumtah{anah: 1, Q.S. al-Anfa>l: 

73.
12

 

Dari sekian banyak ayat-ayat mengenai kepemimpinan di atas, hanya 

ada beberapa ayat yang secara khusus membahas mengenai pemimpin non 

Muslim. Berikut ayat-ayat yang melarang menjadikan non Muslim sebagai 

pemimpin: 

a. Q.S. at-Taubah: 12 

                

                   

Artinya: “Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka 

berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah 

pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya 

mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, 

agar supaya mereka berhenti”. 

 

b. Q.S. Ali Imra>n: 28 

                      

                

               

                                                           
12 Muhammad Fuad Abdul Baqiy, al-Mu’jam al- Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, 766-

768.  
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Artinya: “janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang 

kafir menjadi wali
13

 dengan meninggalkan orang-orang mukmin. 

barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan 

Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang 

ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri 

(siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)”. 

 

c. Q.S. al-Nisa>„: 144 

                    

                  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 

orang-orang kafir menjadi wali
14

 dengan meninggalkan orang-orang 

mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah 

(untuk menyiksamu)?”. 

d. Q.S. al-Ma>idah: 51  

                 

                      

      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 

orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); 

sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. 

Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, 

Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. 

Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 

yang zalim”. 

                                                           
13

 Wali jamaknya adalah auliya >, yang mempunyai arti „teman yang akrab‟, juga berarti 

„pemimpin‟, „pelindung atau penolong‟.  

14
 Wali jamaknya adalah auliya >, yang mempunyai arti „teman yang akrab‟,  juga berarti 

„pemimpin‟, „pelindung atau penolong‟. 
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e. Q.S. al-Ma>idah: 57 

                   

                  

      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 

Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah 

ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi 

kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). 

dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang 

yang beriman”. 

  

2. Klasifikasi ayat-ayat kepemimpinan non Muslim 

Ayat-ayat kepemimpinan non Muslim yang telah disebutkan di atas,  

walaupun memiiliki redaksi yang berbeda satu sama lain, akan tetapi 

mengacu pada satu inti persoalan yang sama, yaitu bahwa umat Islam tidak 

diperkenankan menjadikan dari kalangan non Muslim menjadi pemimpin.  

Argumentasi mengenai tidak bolehnya umat Islam menjadikan non 

Muslim sebagai pemimpin dalam beberapa ayat yang telah disebutkan di 

atas, dapat diklasifikasikan menjadi tujuh macam kategori. Pertama, 

karena non Muslim tidak percaya terhadap kebenaran (agama) yang dianut 

umat Islam, dan ketika berkuasa mereka bisa bertindak sewenang-wenang 

terhadap umat Islam. Misalnya, mengusir umat Islam dari tanah 
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kelahirannya sebagaimana dulu non Muslim pernah mengusir Nabi dari 

Mekkah, hal ini berdasarkan Q.S. al-Mumtah{anah ayat 1. 

Kedua, karena non Muslim sering mengejek dan mempermainkan 

agama yang dipeluk umat Islam (dalam Q.S. al-Ma>idah ayat 57 ). Ketiga, 

karena non Muslim tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi 

umat Islam. Selain itu juga mereka lebih suka melihat umat Islam hidup 

susah, dan mulut serta hati mereka menyimpan kebencian terhadap umat 

Islam (berdasarkan Q.S. Ali Imra>n ayat 118). Keempat, karena ketika telah 

berhasil menjadi penguasa atas umat Islam, non Muslim tidak akan 

memihak kepada kepentingan umat Islam (dalam Q.S. al-Taubah ayat 8), 

mereka akan lebih berpihak kepada perjuangan membela kepentingan 

sesama umat non Muslim (berdasarkan Q.S. al-Anfa>l ayat 73).  

Kelima, karena mengangkat non Muslim sebagai pemimpin orang-

orang Islam, bisa mengantar pelakunya mendapat siksa Allah (dalam Q.S. 

al-Nisa>„ ayat 144). Keenam, karena mengangkat pemimpin non Muslim 

akan dapat mengakibatkan terjadinyan kekacauan di bumi dan kerusakan 

yang besar (dalam Q.S. al-Anfa>l ayat 73). Fasad (kekacauan atau 

kerusakan) yang di maksud bisa juga berarti lahirnya pertumpahan darah 

dan berbaurnya kaum Mukmin dan kaum Kafir yang dapat berimplikasi 

pada terjadinya kerusakan tatanan agama dan dunia. Ketujuh, karena pada 
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sat berkuasa atas umat Islam, pemimpin non Muslim dapat memaksa umat 

Islam untuk murtad dari agama Islam (dalam Q.S. Ali Imra>n ayat 100). 

Setelah dilakukan pengklasifikasian mengenai ayat-ayat 

kepemimpinan non Muslim, sehingga penulis menjadikan kelima ayat 

tersebut yang akan dikaji secara mendalam untuk mengungkap tema besar 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini, hal ini seperti akan dipaparkan 

mengenai asba >b al-nuzu >l dan berbagai penafsiran ulama mengenai ayat-

ayat tersebut.  

3. Asba>b al-Nuzu >l  

Tidak semua ayat-ayat yang telah disebutkan di atas mempunyai 

asba >b al-nuzu >l, hanya ada beberapa ayat saja yang memiliki asba >b al-

nuzu >l. Berikut beberapa ayat yang memiliki asba >b al-nuzu >l: 

Pada surah at-Taubah ayat 12, penulis tidak menemukan asba >b al-

nuzu >l dari ayat tersebut. Akan tetapi, dalam Tafsir Ibnu Kas\i>r disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan pemimpin-peminpin orang kafir dalam ayat 

tersebut adalah Abi Jahl, ‘Ut}bah, Syaibah, dan Umaiyah. Hal ini 

diriwayatkan oleh Qatadah.
15

 

                                                           
15

 Isma‟il Ibn Umar Ibnu Katsir, al-Mis{ba>h{ al Muni>r fi> Tahz\i>b Tafsi>r Ibn Kas\i>r: T}ab’ah 

Jadi>dah Munaqqah{ah{ wa Mus{ah{h{ah{ah (Riyad: Da >r al Sala>m, 2000), 556.  
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Surah Ali Imra>n ayat 28 diturunkan berkaitan dengan kasus 

sekelompok kaum Mukmin yang menjadikan orang Yahudi sebagai 

sekutunya. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa al-H}ajja>j bin Amr 

yang mewakili Ka‟b bin al-Asyraf, Ibnu Abi > al-H}aqiq, dan Qais bin Zaid 

(tokoh-tokoh Yahudi) telah memikat segolongan kaum Anshar untuk 

memalingkan mereka dari agamanya. Kemudian para sahabat seperti 

Rifa>‟ah bin al-Munz \i >r, Abdullah bin Jubair, dan Sa‟d bin Has \amah 

memperingatkan orang-orang Anshar tersebut dengan berkata: “berhati-

hatilah kalian dari pikatan mereka, dan janganlah terpalingkan dari agama 

kalian”. Akan tetapi, meraka menolak peringatan para sahabat tersebut. 

Dari peristiwa ini Allah menurunkan ayat tersebut di atas (Q.S. Ali Imran: 

28) sebagai peringatan agar tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai 

pelindung kaum Mukminin.
16

   

Latar belakang turunnya surah al-Ma >idah ayat 51 yaitu bahwa 

Abdullah bin „Ubay bin Salu >l (tokoh munafik
17

 Madinah) dan „Uba>dah bin 

al-S }a>mit (salah seorang tokoh Islam dari Bani „Auf bin Khazraj) terikat 

oleh suatu perjanjian untuk saling membela dengan Yahudi Bani Qainuqa. 

Ketika Bani Qainuqa memerangi Rasulullah saw., kemudian Ubadah bin 

                                                           
16

 H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (ed), Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis 

Turunnya Ayat-ayat Al-Qur‟an (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 97.  

17
 Yang di maksud dengan munafik adalah orang yang yang mengakui Islam dengan 

mulutnya, tetapi hatinya mengingkari. Lihat dalam H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (ed), Asbabun 

Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur‟an, 197.   
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as-Shamit berangkat menghadap Rasulullah untuk membersihkan diri 

kepada Allah dan Rasul-Nya dari ikatannya dengan Bani Qainuqa itu, serta 

menggabungkan diri bersama Rasulullah dan menyatakan hanya taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika menghadap Rasulullah „Uba >dah bin 

al-S }a>mit seraya berkata: “Ya Rasulullah, hari ini kulepaskan aliansiku 

dengan kaum Yahudi (melepaskan diri dari tidak menjadikan orang-orang 

Yahudi sebagai pemimpin), selanjutkan aku bergabung dengan Allah dan 

RasulNya”. Mendengar pernyataan „Uba >dah bin al-S }a>mit, Abdullah bin 

„Ubay bin Salu >l berkata: “Sesungguhnya aku orang yang takut terhadap 

masa silih bergantinya kemenangan (al-dawa >‟ir). Karena itu, aku tidak 

akan membatalkan aliansiku dengan para mawali (sekutuku)”Maka 

turunlah ayat ini (Q.S. al-Ma>idah: 51) yang mengingatkan orang yang 

beriman untuk tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak 

mengangkat kaum Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin mereka.
18

 

Mengenai asba>b al-nuzu>l yang melatarbelakangi turunnya surah al-

Ma>idah ayat 57 yaitu dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rifa >‟ah bin 

Zaid bin at-Ta>bu>t dan Suwaid bin al-H}a>ris\ memperlihatkan keislaman, 

padahal sebenarnya mereka itu munafik. Salah seorang dari kaum 

Muslimin bersimpati kepada kedua orang tersebut. Maka Allah 
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 Syaikh Ahmad Syakir, Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), II: 

643-644.   
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menurunkan ayat ini (Q.S. al-Ma>idah: 57) yang melarang kaum Muslimin 

mengangkat kaum munafik sebagai pemimpin mereka.
19

    

B. Penafsiran Ulama Terhadap Ayat-ayat Kepemimpinan non Muslim 

Pada surah at-Taubah ayat 12, Qatadah meriwayatkan bahwa yang dimaksud 

dengan pemimpin-peminpin orang kafir dalam ayat tersebut adalah Abu Jahl, ‘Ut}bah, 

Syaibah, dan Umaiyah bin Khalaf. Menurut Ibnu Kas\i>r, bahwa dalam ayat tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa orang-orang yang mencela Rasulullah dan 

menghina agama Islam dapat dibunuh.
20

 Tegasnya lagi bahwa pada lafadz (ائمة الكفر) 

“pemimpin-pemimpin yang kufur” adalah karena mereka menghina agama Islam dan 

lafadz perintah “bunuhlah atau perangilah” dengan tujuan agar supaya mereka 

berhenti melakukan gangguan penganiayaan terhadap siapapun.
21

 

Menurut Ibnu Kas\i>r, surah Ali Imra>n ayat 28 tersebut merupakan larangan 

terhadap hambanya yang beriman menjadikan pemimpin dengan meninggalkan 

orang-orang yang beriman. Karena menjadikan mereka pemimpin itu merupakan 

wujud dari cinta kasih umat Islam kepada non Muslim dan bagi siapa yang 

                                                           
19

 H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (ed), Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis 

Turunnya Ayat-ayat Al-Qur‟an, 199.  

20
 Ibnu Katsier, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier, terj. Salim Bahreisi (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1993), 17.   

21
 Ibid., 556.   
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melakukan ini, azab yang besar akan menimpa  mereka.
22

 Pernyataan yang sama juga 

dilontarkan oleh Ibn „Arabi >.
23

 Menurut Ibn Arabi >, ayat ini bukan hanya melarang 

menjadikan mereka sebagai pemimpin saja, akan tetapi menjadikan mereka teman 

akrab juga bagian dari larangan tersebut.  

Dalam Tafsir al-Qurt}ubi> dijelaskan bahwa surah al-Ma>idah ayat 51 terdapat 

dua pokok permasalahan. Pertama, lafadz             “orang-orang 

Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-peminpin(mu)”. Lafadz tersebut merupakan 

dua maf‟>ul dari lafadz     “janganlah kamu mengambil”. Sehingga, firman 

Allah ini menunjukkan tidak diperbolehkannya menjadikan orang-orang Yahudi dan 

Nasrani sebagai pemimpin. Kedua, lafadz           “barang siapa di antara 

kamu mengambil mereka jadi pemimpin”, yakni membantu mereka untuk memerangi 

kaum muslimin,       “maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan 

mereka”. Pada penggalan ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang 

menjadikan mereka sebagai pemimpin adalah sama dengan mereka. Hal inilah yang 

membuat seorang murtad tidak dapat menerima warisan dari seorang muslim. 

                                                           

22
 Ibnu Kasi>r, Tafsir Ibnu Kasi>r, terj. M. Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka Imam Syafi‟i, 2008), 

II: 33.   

23
 Ibn Arabi, Ah {ka >m al-Qur‟a>n, (Beirut: Da>r al-Kutu>b al-Ilmiyyah, 1988), II: 138-139.   
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Selanjutnya, hukum tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin ini kekal 

hingga hari kiamat.
24

 

Sedangkan pada surah al-Ma>idah ayat 57 dijelaskan bahwa Abu > „Amr dan al-

Kisa>‟i > membaca firman Allah pada lafadz     dengan jar (wa al-kuffa >ri),
25

 di 

mana maknanya adalah wa min al-kuffa >ri (dan di antara orang-orang kafir). Dalam 

ayat ini, Allah melarang orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang Yahudi 

dan orang-orang musyrik sebagai pemimpin. Allah juga memberitahukan mereka 

bahwa kedua kelompok tersebut menjadikan agama kaum mukminin sebagai sebuah 

ejekan. Sedangkan pendapat yang me-nas {ab-kan lafadz al-kuffa >ra, yaitu di-at {af-kan 

kepada lafadz    yang pertama, yang terdapat pada firman Allah:  

                                

“janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat 

agamamu menjadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) orang-orang yang telah diberi 

Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik)”.  

Dengan demikian, menurut al-Qurt {ubi > yang disifati dengan mengejek dan 

bermain-main dalam firman Allah ini adalah orang-orang Yahudi dan bukan yang 

lainnya, dan yang dilarang dijadikan sebagai pemimpin adalah orang-orang Yahudi 

dan orang-orang yang musyrik.
26

  

                                                           
24

 Syaikh Imam al-Qurt}ubi, Tafsir al-Qurt}ubi, terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2008), VI: 518-519.  

25
 Lihat dalam Syaikh Ah {mad Sya >kir, Mukhtas {ar Tafsi >r Ibnu Kas \i>r, II: 652.   

26
 Syaikh Imam al-Qurt {ubi>, Tafsir al-Qurt{ubi>, VI: 534-535.  
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Kata aūliyā‟ (  ) yang terdapat surah Ali Imra>n ayat 28, surah al-Nisa>’ ayat 

144, dan surah al-Ma>idah ayat 51 dan 57, merupakan bentuk plural (jamak) dari kata 

wali yang semula secara leksikal berarti “dekat”. Kemudian dari makna asal itu lahir 

beberapa makna derivatifnya, seperti wala-yali > ( ) yang berarti „dekat 

dengan‟ dan „mengikuti‟. Walla (  ) yang berarti „menguasai‟, „menolong‟, dan 

„mencintai‟. Aula (   ) yang berarti „menguasakan‟, „mempercayakan‟, dan 

„berbuat‟. Tawalla (  ) berarti „menetapi‟, „melazimi‟, „mengurus‟, dan 

„menguasai‟. Semua kata turunan dari wali menunjuk kepada adanya makna 

„kedekatan‟, kecuali bila diiringi kata depan „an ( ) secara tersurat dan tersirat 

seperti pada walla „an (   )  dan tawalla „an (    ), maka makna yang 

ditunjuknya adalah menjauhi atau berpaling.  Sehingga kata wali dengan demikian 

mempunyai banyak arti, yakni „yang dekat‟, „teman‟, „sahabat‟, „penolong‟, „wali‟, 

„sekutu‟, „pengikut‟,‟pelindung‟, „penjaga‟, „pemimpin‟, „yang mencintai‟, „yang 

dicintai‟, dan juga „penguasa‟.
27

 

Menurut al-Kiya al-Harrasyi >, kata wali berarti al-muhi>b (kekasih), al-s {a>diq 

(teman), dan al-nas {i >r (penolong).
28

 Menurut Ali al-Sayi >s, kata wali itu berarti al-nas {i>r 

atau al-mu‟i >n yang berarti „penolong‟.
29

 Sedangkan menurut M. Quraish Shihab 

                                                           
27

 Sahabuddin, Ensiklopedia Al-Qur‟an (Jakarta: Lentera Hati, 2007), IV: 1060-1061.   

28
 Imam al-Di >n Ibn Muh{ammad al-T }aba>ri> al-Ma‟ru>f bin al-Kiya al-Harrasyi >, Ah {ka >m al-

Qur‟a >n (Beirut: Da>r al-Kutu>b al-‘Ilmiyyah, 1985), II: 282.  

29
 Muh{ammad „Ali al-Sayi>s, Tafsi>r Ayat al-Ah {ka>m (Kairo: Mathba‟ah Muhammad Ali Shabih 

wa Awla>duh, 1953), III: 151.   
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dalam bukunya Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa wali mempunyai banyak arti, 

yaitu menunjukkan arti yang berwewenang menangani urusan, penolong, sahabat 

kental, dan lain-lain yang mengandung makna kedekatan.
30

 

Kata wali kebanyakan dalam bentuk jamak aūliyā‟ (  ) juga menunjukkan 

pada selain Tuhan, seperti orang-orang yang beriman dan bertakwa yang disebut 

dengan wali-wali Allah (Q.S. Yu >nus: 62-63) dengan arti orang-orang yang dekat 

dengan Allah. Kata wali dalam bentuk jamak aūliyā‟ (  ) juga menunjuk pada 

setan dan taghut, yaitu pemimpin kesesatan yakni wali orang-orang kafir dengan arti 

sekitu, teman, dan pemimpin orang-orang kafir (Q.S. al-Baqarah: 257 dan Q.S. al-

A‟ra>f: 27). Kata wali juga dipergunakan dalam hubungan interaksi di antara mukmin 

dan mukmin yang lain dan di antara orang kafir dan sesama orang kafir. Orang 

beriman adalah wali sesama orang beriman (dalam Q.S. al-Taubah: 71)
31

 dengan arti 

penolong, teman, sahabat setia sesama orang beriman, baik laki-laki maupun 

perempuan. Demikian pula orang orang-orang kafir di sebut wali sesama orang kafir 

                                                           
30

 Keterangan ini diambil dari penjelasan mengenai penafsiran dalam surah Ali Imran ayat 28, 

yaitu bahwasanya ayat ini melarang orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai 

penolong mereka, karena jika seorang mukmin menjadikan mereka penolong, maka itu berarti sang 

mukmin dalam keadaan lemah. Padahal Allah tidak suka melihat orang beriman dalam keadaan lemah. 

Lihat dalam M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2010), jilid, hlm. 62. 

31
 Redaksi ayat 71 surah al-Taubah yang di maksud yaitu: 

 “ ....                       ”  (Artinya: dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan 

perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain). 
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karena saling menolong, saling membantu, saling simpati di dalam membiarkan 

kemungkaran dan kedurhakaan terhadap Allah dan mendustakan Nabi Muhammad 

(dalam Q.S. al-Anfa>l: 73 dan Q.S. Al-Ja>s \iyah: 19).
32

 

Sedangkan wali dalam lafadz aūliyā‟ (  ) yang dimaksud dalam keempat 

ayat yang telah disebutkan di atas (Q.S. Ali Imra>n: 28, Q.S. al-Nisa>„: 144,  Q.S. al-

Ma>idah: 51 dan 57,) menunjuk pada orang-orang kafir di dalam konteks larangan 

dalam umat Islam untuk mengambil wali di luar umat Islam, baik orang-orang kafir 

itu kafir musyrik (Q.S. Ali Imran: 28 dan Q.S al-Nisa>„: 144), kaum Yahudi dan 

Nasrani (Q.S. al-Ma>idah: 51), maupun orang-orang munafik (Q.S. al-Ma>idah: 57). 

Mengutip pendapat Ibn Abbas dalam al-Tafsi>r al-Muni >r fi> al-„Aqi >dah wa al-

Syari >‟ah wa al-Manha >j karya Wah {bah al-Zuhaili >, dia menyatakan bahwa Allah 

melarang umat Islam menunjukkan cinta kasih terhadap non Muslim. Karena bisa 

jadi pada gilirannya nanti umat Islam akan rela memilih non Muslim sebagai 

pemimpinnya.
33

 Dilarangnya mendukung non Muslim sebagai pemimpin lanjut al-

Zuhaili adalah karena hal tersebut menunjukkan kesan umat Islam memandang 

dengan baik jalan kekafiran yang ditempuh kaum non Muslim. Sedangkan merestui 

kekafiran tegas al-Zuhaili berarti umat Islam juga telah kafir ( ). Akan 

                                                           
32

 Sahabuddin, Ensiklopedia Al-Qur‟an, 1062  

33
 Wah{bah al-Zuhaili,  al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-„Aqi>dah wa al-Syari >‟ah wa al-Manha>j, (Beirut: 

Dar al-Fikr al-Mu‟ashir, t.th.), XXVIII: 199-200. 
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tetapi, apabila kerjasama dengan non Muslim dalam masalah duniawiah tanpa 

merestui kekafiran yang dianutnya, maka hal itu tidak dilarang.
34

 Larangan ini terkait 

dengan hubungan dan ikatan dengan non Muslim secara mendalam. Sementara hanya 

sekedar interaksi dan perdagangan biasa tanpa pembauran yang mengakar, tidak 

termasuk dalam larangan tersebut. Karena Rasulullah saw., sendiri pernah 

berinteraksi dengan seorang Yahudi dan menggadaikan sebuah baju perang 

kepadanya.
35

 Sedangkan maksud pernyataan al-Zuhaili yang dilarang menjadikan non 

Muslim sebagai pemimpin hanyalah menyerahkan jabatan-jabatan publik yang 

strategis, mulia dan terhormat (semisal kepala negara) kepada non Muslim.  

Pernyataan di atas diperkuat oleh al-Zuhaili mengenai kebijakan khalifah 

Umar Ibn Khattab yang pernah mengangkat non Muslim asal Romawi dalam 

menangani masalah administrasi, dan kebijakan ini diikuti oleh para khalifah 

sesudahnya. Para khalifah Bani Abbas sering melibatkan orang-orang Yahudi dan 

Nasrani dalam masalah-masalah kenegaraan. Duta-duta besar Dinasti Bani 

Us \ma>niyah juga banyak yang berasal dari kalangan Nasrani.
36

 Berbeda dengan al-

Zuhaili, mengutip pendapat Ibn „Arabi > yang menyatakan bahwa umat Islam tidak 

hanya dilarang menjadikan non Muslim sebagai kepala negara akan tetapi juga 

                                                           
34

 Ibid.  

35
  Wah{bah az-Zuhaili, Tafsi>r al-Wasi>t {, terj. Muhtadi, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2012), I: 

412. 

36
 Pendapat al-Zuhaili ini dikutip dari Ibnu Mujar Syarif, Presiden Non Muslim di Negara 

Muslim, 106-107.  
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dilarang menyerahkan jabatan-jabatan publik lainnya. Untuk memperkuat 

argumennya, Ibn „Arabi > memberikan contoh mengenai kebijakan politik „Umar ibn 

Khat {t {a>b sewaktu menerima informasi dari Abu > Mu>sa> al-Asy‟ari > di Yaman yang 

mengangkat seorang kafir dzimmi sebagai sekretaris pribadinya. Kemudian „Umar 

ibn Khat {t {a>b segera mengirimkan surat kepadanya yang berisi perintah agar Abu > Mu>sa > 

al-Asy‟ari segera memecat sekretarisnya yang non Muslim itu, karena di samping 

bertentangan dengan ayat-ayat yang melarang mengambil non Muslim sebagai wali 

sebagaimana di singgung sebelumnya, juga karena non Muslim itu menurut „Umar 

tidak dapat menerima dengan tulus saran-saran orang lain dan tidak dapat 

dipercaya.
37

 

Dalil yang digunakan oleh al-Zuhaili dan Ibn „Arabi > meskipun bersumber dari 

dari sumber yang sama (mengacu pada kebijakan „Umar ibn Khat {t {a>b), akan tetapi di 

sini melahirkan kontradiktif satu sama lain. Jelas sekali hal itu bisa terjadi karena 

suatu ketika khalifah Umar menjadikan orang non Muslim menjabat di pemerintahan 

sebagi pengatur masalah administrasi, sedangkan di sisi lain „Umar memerintahkan 

Abu> Mu>sa> di Yaman untuk memecat sekretaris pribadi Abu > Mu>sa> yang berasal dari 

non Muslim. Dari kontradiktif ini, keduanya bisa diterima dengan meletakkan 

pendapat tersebut pada tempatnya masing-masing. Untuk mengkompromikannya, 

yaitu dapat dikembalikan pada argumentasi yang diberikan Umar sendiri saat 

                                                           
37

  Isma >‟i >l ibn „Umar ibn Kas\i>r, al-Mis{ba >h { al-Muni>r fi> Tahz\i>b Tafsi >r Ibn Kas \i>r: T}ab‟ah 

Jadi >dah Munaqqah {ah wa Mus{ah{h {ah {ah, (Riyad:Dar al-Salam, 2000), 385.  
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memberi perintah kepada Abu > Mu>sa> agar memecat sekretarisnya.  Sebagaimana telah 

dijelaskan di atas  bahwa non Muslim yang diangkat Abu > Mu>sa> tidak bisa dipercaya 

dan tidak sepenuhnya bisa menerima dengan tulus saran-saran dari orang lain. Akan 

tetapi di saat non Muslim dapat dipercaya, maka sebagaimana yang dilakukan oleh 

„Umar sendiri, ia dapat diserahi jabatan-jabatan publik yang kurang strategis, semisal 

menjadi sekretaris negara, atau jabatan-jabatan lainnya. Dengan demikian, informasi 

tentang kebijakan politik „Umar ibn Khat {t {a>b yang saling bertentangan tersebut bisa 

dikompromikan. 

Berbeda dengan ulama tafsir sebelumnya, Muh {ammad „Abduh merupakan 

intelektual Muslim modern yang memiliki metodologi baru dalam menafsirkan al-

Qur‟an. Sekalipun mengakui ada beberapa ayat al-Qur‟an yang melarang umat Islam 

memilih pemimpin non Muslim sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, 

Muh {ammad „Abduh lebih kepada membolehkan orang-orang non Muslim menjadi 

aūliyā‟ atau pemimpin orang-orang Muslim. „Abduh juga memberikan cara pandang 

baru dalam memahami ayat-ayat tentang larangan menjadikan aūliyā‟ dari kalangan 

non Muslim. „Abduh membolehkan menjadikan pemimpin dari kalangan non Muslim 

yang tidak memusuhi umat Islam. Dia tidak setuju apabila ayat-ayat yang melarang 

umat Islam memilih aūliyā‟ atau pemimpin dari orang non Muslim, semisal pada ayat 

51 surat al-Ma>idah dan ayat-ayat yang senada dengannya yaitu digunakan sebagai 

basis argumentasi untuk menolak semua dari kalangan non Muslim untuk menjadi 
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pemimpin di daerah yang mayoritas Muslim. Karena yang dilarang dipilih sebagai 

pemimpin hanyalah non Muslim yang memusuhi umat Islam. Apabila tidak 

memusuhi umat Islam, maka non Muslim yang juga merupakan warga negara yang 

meiliki hak kewarganegaraan penuh juga dapat dipilih sebagai pemimpin di daerah 

yang mayoritas Muslim.
38

 Dia mendasarkan pendapatnya ini pada tiga ayat al-Qur‟an 

dalam surat al-Mumtah {anah ayat 7, 8, dan 9, yaitu: 

                            

Artinya: “Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-

orang yang kamu musuhi di antara mereka. dan Allah adalah Maha Kuasa dan Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. al-Mumtah{anah: 7) 

                     

             

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 

orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu 

dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (Q.S. 

al-Mumtah{anah: 8) 

                        

                     

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu 

orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, 

dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka 

sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S. al-Mumtah {anah: 

9) 

                                                           
38

 Yuonne Haddad, “Muhammad Abduh: Perintis Pembaruan Islam” dalam Ali Rahnema 

(ed.), Para Perintis Zaman Baru Islam, terj. Ilyas Hasan, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1996), 62-63. 
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Apabila ayat-ayat yang melarang memilih pemimpin non Muslim yang telah 

disebutkan sebelumnya dikaitkan dengan ayat-ayat yang telah dipaparkan oleh 

Muh {ammad „Abduh, maka persoalannya akan terlihat jelas. Larangan menjadikan 

non Muslim sebagai pemimpin umat Islam tegas „Abduh, terikat dengan syarat 

apabila mereka yang non Muslim melakukan pengusiran terhadap Rasul Allah dan 

kaum mukmin dari tanah airnya karena mereka beriman kepada Allah. Selain itu 

juga, setiap non Muslim yang menyimpan rasa permusuhan dan bertindak sewenang-

wenang terhadap umat Islam, maka keharaman memilih mereka sebagai pemimpin 

merupakan sesuatu yang qat {‟i > (absolut).
39

 

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Muh {ammad „Abduh, menurut M. 

Quraish Shihab dalam tafsirnya Tafsir al-Misbah, menjelaskan bahwa larangan 

menjadikan non Muslim sebagai aūliyā‟ yang terdapat pada surat al-Ma >idah ayat 51, 

antara lain yaitu: 1) pada larangan tegas yang menyatakan, janganlah kamu 

mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin; 2) 

penegasan bahwa sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain; 3) 

ancaman bagi yang mengangkat mereka sebagai pemimpin bahwa ia termasuk 

golongan mereka serta merupakan orang yang dzalim.
40

 Walaupun demikian, 

                                                           
39

 Mujar Ibnu Syarif, Presiden Non Muslim di Negara Mulim: Tinjauan dari Perspektif 

Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 160.  

40
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an, III: 116.  
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larangan tersebut tidaklah mutlak sehingga mencakup seluruh makna yang dikandung 

oleh kata aūliyā‟, tegas M. Quraish Shihab. 

Mengutip pendapat Muhammad Sayyid Tanthawi dalam Tafsir al-Misbah 

karya M. Quraish Shihab, mengemukan bahwa non Muslim dapat dibagi menjadi tiga 

kelompok.
41

 Pertama, mereka yang tinggal bersama kaum Muslim dan hidup 

bersama mereka, dan tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan lawan Islam serta 

tidak juga nampak dari mereka tanda-tanda yang mengantar kepada prasangka buruk 

terhadap mereka. Kelompok ini mempunyai hak dan kewajiban sosial sama dengan 

kaum Muslim. Tidak ada larangan untuk bersahabat dan berbuat baik kepada mereka, 

sebagaimana firman Allah “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan 

berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan 

tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berlaku adil” (Q.S. al-Mumtah{anah: 8). 

Kedua, kelompok yang memerangi atau merugikan kaum Muslim dengan 

berbagai cara, terhadap mereka ini tidak boleh dijalin hubungan harmonis, tidak boleh 

juga didekati. Hal ini berdasarkan firman Allah “Sesungguhnya Allah hanya 

melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu 

karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk 

                                                           
41

 Ibid., 116-117.   
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mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka 

itulah orang-orang yang zalim” (Q.S. al-Mumtah {anah: 9). 

Ketiga, kelompok yang tidak secara terang-terangan memusuhi kaum Muslim, 

tetapi ditemukan pada mereka sekian indikator yang menunjukkan bahwa mereka 

tidak bersimpati kepada kaum Muslim, bahkan bersimpati kepada musuh-musuh 

Islam. terhadap mereka ini Allah memerintahkan kaum beriman agar bersikap hati-

hati tanpa memusuhi mereka.  

Dari tiga kelompok yang telah dijelaskan di atas, terlihat jelas larangan 

menjadikan non Muslim sebagai aūliyā‟ hanya pada mereka kelompok yang 

memusuhi dan memerangi kaum Muslim. Dalam hal ini M. Quraish Shihab 

mengkritik al-Qur‟an terjemah yang diterbitkan oleh Tim Kementerian Agama, 

bahwa lafadz aūliyā‟ diterjemahkan dengan „pemimpin-peminpin‟ tidak sepenuhnya 

tepat. Kata aūliyā‟ adalah bentuk jamak dari kata wali, dan kata ini terambil dari akar 

kata yang terdiri dari huruf-huruf wau, lām dan yā yang makna dasarnya adalah 

‘dekat’. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru seperti pendukung, 

pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan sebagainya, yang kesemuanya 

diikat oleh benang merah ‘kedekatan’. Itu sebabnya ayah adalah orang paling utama 

yang menjadi wali anak perempuannya, karena dia adalah yang terdekat kepadanya. 

Orang yang amat taat dan tekun beribadah dinamai wali karena dia dekat dengan 

Allah. Demikian juga pemimpin, dia seharusnya dekat kepada yang dipimpinnya, 

demikian dekatnya sehingga dialah yang pertama mendengar panggilan, bahkan 
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keluhan dan bisikan siapa yang dipimpinnya.
42

 Sehingga, terlihat bahwa semua 

makna-makna yang dikemukakan di atas dicakup oleh kata aūliyā‟.  

Dalam konteks ketakwaan dan pertolongan, maka aūliyā‟ adalah penolong-

penolong. Sedangkan dalam konteks hubungan kekeluargaan, maka wali antara lain 

adalah yang mewarisinya dan tidak ada yang dapat menghalangi pewarisan itu, 

demikian juga ayah dalam perkawinan anak perempuannya. Dan jika dalam konteks 

ketaatan, maka wali adalah siapa yang memerintah dan harus ditaati ketetapannya. 

Dalam surah al-Ma>idah ayat 51 ini, tegas M. Quraish Shihab,  tidak dijelaskan dalam 

konteks apa larangan tersebut, sehingga dapat dipahami dalam pengertian segala 

sesuatu. Hal ini yang menjadikan lafadz aūliyā‟ tidak sepenuhnya tepat jika 

diterjemahkan dengan pemimpin. Akan tetapi karena lanjutan ayat ini menyatakan 

bahwa kami takut mendapat bencana, maka dapat dipahami bahwa kedekatan yang 

terlarang ini adalah dalam konteks yang sesuai dengan apa yang mereka takuti itu, 

yakni mereka takut pada suatu ketika akan terjadi bencana, yaitu dari orang-orang 

Yahudi dan Nasrani yang mereka jadikan sebagai aūliyā‟ tersebut.
43

 

Dapat dilihat dari penjelasan M. Quraish Shihab di atas, ia mempertegas 

bahwa alasan tidak mutlaknya larangan kepada Yahudi dan Nasrani dijadikan sebagai 

wali dengan mengutip pendapat Muhammad Sayyid Tanthawi. Bahwasanya illat dari 

larangan ini adalah disebabkan adanya rasa kekhawatiran terjadi bencana jika 

                                                           
42

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an, III: 115.    

43
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mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Jika illat-nya seperti itu, menurut 

hemat penulis kasus ini berlaku bukan hanya untuk Yahudi dan Nasrani saja. Akan 

tetapi, semua kalangan apapun golongannya. Sedangkan jika mengutip pendapat 

Muhammad Sayyid Thantawi di atas yang telah membagi non Muslim menjadi tiga 

bagian seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terlihat jelas larangan menjadikan 

non Muslim sebagai aūliyā‟ hanya pada mereka kelompok yang memusuhi dan 

memerangi kaum Muslim. Dalam hal ini, berarti ada kemungkinan non Muslim boleh 

dijadikan sebagai wali.  

Pendapat Syaikh Yu >suf Qard{awi> tidak jauh berbeda dengan pendapat 

Muhammad Abduh dan M. Quraish Shihab. Dalam buku Min Fiqh al-Daulah fi> al-

Isla>m, doktor alumni Universitas al-Azhar ini mengatakan, orang-orang Islam 

dilarang mengangkat orang-orang dari kalangan non Muslim sebagai teman, orang 

kepercayaan, penolong, pelindung, pengurus dan pemimpin, bukan semata-mata 

karena berbeda agama. Akan tetapi, karena mereka membenci agama Islam dan 

memerangi orang-orang Islam, atau dalam bahasa al-Qur‟an disebut memusuhi Allah 

dan Rasul-Nya.
44

 Syaikh Qard{awi > mendasarkan pendapatnya pada surah al-

Mumtah{anah ayat 1 yang terjemahnya sebagai berikut: “Hai orang-orang yang 

beriman! Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-

teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad) 

                                                           
44

 Yu>suf Qard {awi>, Min Fiqh al-Daulah fi > al Isla >m: Maka >natiha>, Mu‟allimiha >, T}abi>‟atiha >, 
Muwa >qqifiha > min al-Dimaqra >tiyyah wa al-Ta‟addudiyyah wa al-Mar‟ah wa Ghayr al-Muslim, (Kairo: 

Dar al-Suruq, 1997), 156-157. 
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karena rasa kasih sayang. Padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang 

disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu 

beriman kepada Allah, Tuhanmu…”. 

 Akan tetapi, dalam hal ini Syaikh Qard{awi> membagi orang kafir atau non 

Muslim menjadi dua golongan.
45

 Pertama, golongan yang memusuhi dan memerangi 

umat Islam, seperti orang-orang non Muslim Mekkah pada masa permulaan Islam 

yang sering menindas, menyiksa dan mencelakakan umat Islam. Terhadap golongan 

ini, umat Islam diharamkan mengangkat mereka sebagai pemimpin atau teman setia. 

Sedangkan golongan kedua, adalah golongan yang berdamai dengan orang-orang 

Islam, tidak memerangi dan mengusir mereka dari negeri mereka. Pendapat Syaikh 

Qard{awi > ini didasarkan pada Surat al-Mumtah {anah ayat 8, yang terjemahnya sebagai 

berikut: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 

orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu 

dari kampong halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku 

adil.” Terhadap golongan ini, umat Islam harus berbuat baik dan berbuat adil. Di 

antaranya adalah memberikan hak-hak politik sebagai warga negara, yang sama 

dengan warga negara lainnya, sehingga mereka tidak merasa terasingkan sebagai 

sesama anak Ibu Pertiwi. 

                                                           
45
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Setelah melihat beberapa penafsiran ulama-ulama tafsir di atas, baik itu tafsir 

klasik ataupun tafsir modern-kontemporer, di sini penulis dapat mengambil 

kesimpulan dari penafsiran ulama-ulama tersebut. Pada dasarnya ulama tafsir modern 

ingin mengungkapkan makna kontekstual yang berorientasi pada semangat al-Qur‟an 

sebagai kitab petunjuk yang relevan pada setiap zaman (s {a>lih{ li kulli zama >n wa 

maka>n). Asumsi ini membawa implikasi bahwa problem-problem sosial keagamaan 

di era kontemporer tetap dapat dijawab oleh al-Qur‟an dengan cara melakukan 

kontekstualisasi dan aktualisasi penafsiran secara terus-menerus, seiring dengan 

semangat dan tuntutan problem kontemporer.
46

 Hemat penulis, asumsi bahwa al-

Qur‟an s {a>lih{ li kulli zama >n wa maka >n juga diakui dalam tradisi penafsiran klasik. 

Hanya saja dalam paradigma tafsir klasik, asumsi tersebut dipahami dengan cara 

memaksakan konteks apapun ke dalam teks al-Qur‟an, sehingga cenderung 

melahirkan suatu pemahaman yang tekstualis dan literalis. Akan tetapi, hal ini 

berbeda dengan paradigma tafsir modern-kontemporer yang cenderung kontekstual, 

pada tafsir modern-kontemporer ini cenderung lebih mengkontekstualisasikan makna 

ayat tertentu dengan mengambil prinsip-prinsip dan ide universalnya. 
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 Abdul Mustaqim, Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur‟an: Studi Aliran-aliran dari Periode 
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BAB IV  

AYAT KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DITINJAU DENGAN TEORI 

FUNGSI INTERPRETASI JORGE J.E. GRACIA 

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya mengenai 

interpretasi, yaitu bahwa sebuah penafsiran (interpretation) pasti memuat 

interpretans (keterangan tambahan dari penafsir). Hal ini terjadi karena memang 

fungsi umum interpretasi adalah menciptakan di benak audiens kontemporer 

pemahaman terhadap teks yang sedang ditafsirkan. Sehingga tanpa adanya 

interpretans, tujuan penafsiran tidak akan tersampaikan. Untuk itu, pada bagian ini 

penulis akan menjelaskan interpretans dari ketiga fungsi penafsiran yang diusung 

oleh Gracia terkait dengan ayat-ayat kepemimpinan non Muslim, yaitu; fungsi 

historis (historical function), fungsi pengembangan makna (meaning function), dan 

fungsi implikatif (implicative function). 

A. Aplikasi Interpretasi dalam Fungsi Historis 

Pada bagian historical function (fungsi historis) akan dijelaskan konteks 

historis dari ayat-ayat tentang larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin. 

Karena tujuan dari fungsi historis (historical function) adalah untuk menciptakan 

kembali di benak audiens kontemporer pemahaman yang dimiliki oleh pengarang 

historis (historical author) dan audiens historis (historical audience). Oleh karena itu, 

untuk mengetahui konteks historis ayat-ayat tentang larangan menjadikan non 
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Muslim sebagai pemimpin, perlu menambah elemen teks sejarah yang akan 

memungkinkan untuk menciptakan kembali tindakan-tindakan yang akan dapat 

merefleksikan budaya dan konteks ketika teks itu muncul. Sebenarnya mengenai 

sejarah munculnya teks (ayat-ayat larangan menjadikan non Muslim sebagai 

pemimpin) ini sudah dijelaskan dalam bab 3 pada bagian asba >b al-nuzu >l. Untuk itu, 

pada bagian ini penulis hanya akan mengulas dan menambahkan sedikit tentang 

konteks historis ketika teks itu muncul.   

Ayat-ayat al-Qur‟an yang melarang menjadikan non Muslim sebagai 

pemimpin turun sebelum Fathu Makkah (kemenangan kota Makkah). Saat itu, kaum 

musyrik berada pada puncak kebencian dan permusuhannya terhadap umat Islam. 

Walaupun demikian, sewaktu Fathu Makkah, Rasulullah melupakan segala kejahatan 

dan kekejaman yang pernah dialami di kota itu. Rasulullah tidak melakukan balas 

dendam, bahkan yang dilakukan Rasulullah adalah memberikan amnesti umum 

kepada semua orang yang begitu jahat kepadanya, seraya bersabda “…. طلَقَاءأَنْتُن ال ” 

(kalian bebas).
1
  

Di samping harus dikaitkan dengan ayat-ayat yang membolehkan,
2
 ayat-ayat 

yang melarang umat Islam menjadikan pemimpin non Muslim juga harus dikaitkan 

dengan asba >b al-nuzu >l nya. Beberapa versi riwayat tentang asba >b al-nuzu >l ayat-ayat 

                                                           
1
 Mujar Ibnu Syarif, Presiden Non Muslim di Negara Mulim, 162.   

2
 Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab 3, mengutip pendapat Muhammad Abduh dan 

Muhammad Sayyid Tanthawi yang dikutip oleh M. Quraish Shihab. Ayat-ayat yang membolehkan non 

Muslim dapat dijadikan sebagai aūliyā‟ adalah terdapat dapat surah al-Mumtahanah ayat 7, 8, dan 9. 
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yang melarang menjadikan non Muslim sebagai pemimpin, sebagaimana dikutip pada 

bab sebelumnya pada bagian asba >b al-nuzu >l, yaitu bahwa kesemuanya merupakan 

peristiwa-peristiwa (khusus) yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat yang 

melarang umat Islam memilih non Muslim sebagai pemimpinnya. Kesemua versi 

riwayat tentang asba >b al-nuzu >l ayat-ayat yang melarang hal tersebut, merujuk pada 

kesimpulan yang sama yaitu umat Islam dilarang menjadikan non Muslim sebagai 

pemimpin karena pada saat itu (konteks historis ketika ayat-ayat tersebut diturunkan) 

non Muslim memusuhi dan atau memerangi Rasulullah dan kaum Mukmin.  

Setelah dilakukan penelusuran mengenai turunnya kelima ayat larangan 

menjadikan non Muslim sebagai pemimpin, bahwa ayat-ayat ini turun di Madinah, 

sebagaimana terdapat dalam karya Muhammad Abid al-Jabiri dalam salah satu 

karyanya yang berjudul Fahm al Qur’a>n al H}aki>m al Tafsi>r al Wadi>h Hasb Tarti>b al-

Nuzu>l. Bahwa urutan dari kelima ayat-ayat tersebut (ayat-ayat larangan menjadikan 

non Muslim sebagai pemimpin) adalah surah Ali Imra>n, kemudian surah al-Nisa>„, 

dilanjut dengan surah al-Ma>idah, dan yang terakhir surah al-Taubah.
3
  

Pada surah Ali Imra>n ayat 28, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya  

bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus sekelompok kaum Mukmin yang 

menjadikan orang Yahudi sebagai sekutunya. Sehingga ayat ini turun sebagai 

                                                           
3
 Muhammad Abid Al Jabiriy, Fahm al Qur’a >n al H}aki>m al Tafsi>r al Wadi>h Hasb Tarti>b al-

Nuzu>l (Beirut: Markaz Dirasat al Wahdat al „Arabiyyah, 2008), III: 5-6.    
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peringatan agar tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung kaum 

Mukminin.
4
  

Surah al-Ma>idah ayat 51, ayat ini turun berkenaan dengan salah seorang tokoh 

Islam (Abdullah bin Ubay bin Salul dan Ubadah bin al-Shamit) yang terikat oleh 

suatu perjanjian untuk saling membela dengan Yahudi Bani Qainuqa. Akan tetapi 

pada akhirnya Ubadah bin al-Shamit melepaskan diri dari orang-orang Yahudi 

tersebut karena waktu itu Bani Qainuqa memerangi Rasulullah saw., dan akhirnya 

turunlah ayat ini sebagai peringatan kepada orang beriman untuk tetap taat kepada 

Allah dan Rasul-Nya.
5
 Sedangkan surah al-Ma>idah ayat 57, ayat ini turun berkenaan 

dengan kasus Rifa‟ah bin Zaid bin at-Tabut dan Suwaid bin al-Harits yang 

memperlihatkan keislaman, padahal sebenarnya mereka itu munafik. Salah seorang 

dari kaum Muslimin bersimpati kepada kedua orang tersebut.
6
 Maka Allah 

menurunkan ayat ini (Q.S. al-Ma>idah: 57) yang melarang kaum Muslimin 

mengangkat kaum munafik sebagai pemimpin mereka.  

Setelah mengetahui konteks sejarah teks itu muncul, perlu adanya interpretasi 

yang dalam hal ini merupakan bagian intergral dari pemahaman historical text untuk 

                                                           
4
 Penjelasan ini sudah ada dalam bab 3 pada bagian asbabun nuzul. lihat juga dalam H.A.A. 

Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (ed), Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-

Qur‟an, 97.   

5
 Syaikh Ahmad Syakir, Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), II: 

643-644.   

6
 H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (ed), Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis 

Turunnya Ayat-ayat Al-Qur‟an, 199 
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memahami sebuah teks. Tujannya ialah untuk menjembatani kesenjangan 

kontekstual, konseptual, budaya dan sebagainya yang memisahkan teks dimana ia 

dibaca, didengar, atau bahkan diingat. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak bisa 

dipungkiri karena perbedaan budaya dan rentang waktu antara pencipta teks dengan 

pembaca tentu saja akan melahirkan konsep yang berbeda pula. Untuk menyatukan 

makna dari suatu teks, di sinilah letak urgennya sebuah kajian terhadap sejarah teks 

atau disebut historical function dalam teori ini.  

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai interpretasi ayat-ayat larangan 

menjadikan non Muslim sebagai pemimpin, penulis akan menjelaskan kata-kata yang 

menjadi kata kunci pemaknaaan. Pada lafadz (ائوّة) aimmah dalam surah at-Taubah 

ayat 12 ini merupakan bentuk jamak dari kata (اهام) ima>m yang berarti “yang berada di 

depan” untuk dituju oleh pandangan mata dan diteladani. Sehingga dalam surah at-

Taubah ayat 12 ini lafadz (ائوّة) aimmah dipahami sebagai pemimpin karena pada 

lafadz (ائوة الكفر) “pemimpin-pemimpin yang kufur” adalah mereka semua kaum 

musyrikin yang tidak dapat menepati janji mereka, baik pemimpinnya maupun 

pengikutnya. Sehingga mereka semua dinamai pemimpin-pemimpin yakni orang-

orang yang dapat diteladani, karena sikap mereka itu dapat mendorong kaum 

musyrikin yang lain meledani mereka dalam pembatalan perjanjian.
7
  

                                                           
7
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an, V: 513-

514. 
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Lafadz aūliyā‟ ( ) yang terdapat dalam empat ayat ini (Q.S. Ali Imra>n: 28, 

Q.S. al-Nisa>„: 144,  dan Q.S. al-Ma>idah: 51 dan 57), merupakan bentuk plural 

(jamak) dari kata wali yang semula secara leksikal berarti “dekat”. Kemudian dari 

makna asal itu lahir beberapa makna derivatifnya, seperti wala-yali ( ) yang 

berarti „dekat dengan‟ dan „mengikuti‟. Walla (  ) yang berarti „menguasai‟, 

„menolong‟, dan „mencintai‟. Aula ) yang berarti „menguasakan‟, 

„mempercayakan‟, dan „berbuat‟. Tawalla (  ) berarti „menetapi‟, „melazimi‟, 

„mengurus‟, dan „menguasai‟. Semua kata turunan dari wali menunjuk kepada adanya 

makna „kedekatan‟, kecuali bila diiringi kata depan „an (  ) secara tersurat dan 

tersirat seperti pada walla „an (  )  dan tawalla „an (  ), maka makna yang 

ditunjuknya adalah menjauhi atau berpaling.  Sehingga kata wali dengan demikian 

mempunyai banyak arti, yakni „yang dekat‟, „teman‟, „sahabat‟, „penolong‟, „wali‟, 

„sekutu‟, „pengikut‟, ‟pelindung‟, „penjaga‟, „pemimpin‟, „yang mencintai‟, „yang 

dicintai‟, dan juga „penguasa‟.
8
  

Setelah mengetahui arti kata yang menjadi kata kunci dari kelima ayat 

tersebut, yang telah disebutkan di atas, langkah selanjutnya adalah melihat 

penempatan kata di dalam kalimat (melihat susunan kalimatnya). Hal ini untuk 

mengetahui makna kata setelah masuk ke dalam kalimat. Karena lafadz aūliyā akan 

mempunyai arti yang berbeda apabila masuk ke dalam susunan kalimat yang berbeda 

                                                           
8
 Sahabuddin, Ensiklopedia Al-Qur‟an (Jakarta: Lentera Hati, 2007), IV: 1060-1061.   
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pula, hal ini melihat konteksnya terlebih dahulu yaitu sebagaimana telah dijelaskan 

mengenai beberapa arti yang lahir dari lafadz aūliyā‟ di atas. Lafadz aūliyā‟ yang 

terdapat pada keempat ayat ini, adalah menerangkan larangan bagi kaum Mukmin 

menjadikan non Muslim sebagai aūliyā‟ (baik itu aūliyā‟ dalam arti teman dekat, 

sekutu, ataupun pemimpin). Sehingga diperlukan pemahaman mengenai arti lafadz 

aūliyā‟ ketika masuk dalam suatu kalimat, seperti melihat susunan kalimat dan 

konteks bagaimana teks tersebut muncul. 

Pada surah Ali Imra>n ayat 28 menerangkan bahwa Allah melarang hambanya 

untuk menjadikan orang kafir sebagai aūliyā‟. Perintah larangan ini disampaikan 

secara tegas dengan menggunakan lafad      Ibnu Katsir menjelaskan yang di 

maksud pada ayat tersebut adalah bahwa Allah melarang hambanya yang mukmin 

untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai aūliyā‟ dan berhati-hati ketika 

membicarakan suatu rahasia. Hal ini (membicarakan suatu rahasia) mendapat 

pengecualian ketika berhadapan dengan orang Muslim.
9
 Kata aūliyā‟ dalam surah ini 

ditafsirkan dengan makna „pelindung‟. Makna ini mengacu pada aūliyā‟ yang 

setidaknya memiliki beberapa makna.
10

  

                                                           
9
 Isma‟il Ibn Umar Ibnu Katsir, al-Mis{ba>h{ al Muni>r fi> Tahz\i>b Tafsi>r Ibn Kas\i>r: T}ab’ah 

Jadi>dah Munaqqah{ah{ wa Mus{ah{h{ah{ah, 213.  

10
 Penjelasan ini sebagaimana melihat konteks ketika ayat ini diturunkan, yaitu bahwa lafadz 

aūliyā‟ dalam ayat tersebut dapat dimaknai dengan „pelindung‟. Lebih lanjut lihat dalam H.A.A. 

Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (ed), Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-

Qur‟an, 97.   
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Selanjutnya, Allah memberi peringatan kepada manusia bahwa barang siapa 

yang membangkang dengan perintah tersebut, dalam artian bahwa menjadikan orang 

kafir sebagai aūliyā‟, maka orang tersebut harus siap menghadapi segala resikonya. 

Ibnu Katsir menjelaskan mengenai ayat       adalah bahwa Allah terlepas 

dari setiap akibat yang disebabkan oleh tindakan orang Mukmin yang menjadikan 

orang kafir sebagai aūliyā‟.
11

 Sedangkan dalam tafsir ath-Thabari dijelaskan bahwa 

lafadz aūliyā‟ dalam surah Ali Imra>n ayat 28 mempunyai makna loyal kepada orang-

orang kafir dalam agama dan menampakkan aib kaum Mukmin di hadapan mereka. 

Sehingga apabila orang-orang Mukmin yang demikian ini, maka dia adalah seorang 

yang musyrik dan Allah telah membebaskan diri dari mereka.
12

 

Pada surah al-Nisa>„ayat 144 Allah melarang hambanya menjadikan orang 

kafir sebagai aūliyā‟. Lafadz aūliyā‟ pada ayat tersebut dimaknai sebagai „sahabat‟, 

„teman‟, dan „penasehat‟.
13

 Perbuatan ini, yaitu menjadikan orang kafir sebagai 

aūliyā‟, termasuk perbuatan dosa. Hal ini sebagaimana diterangkan pada kelanjutan 

ayat tersebut (               ), Ibn katsir melanjutkan bahwa 

yang di maksud dari lanjutan ayat tersebut adalah bahwa perbuatan menjadikan orang 

non Muslim sebagai aūliyā‟ akan mendapatkan balasan berupa siksa kelak di 

                                                           
11

 Isma‟il Ibn Umar Ibnu Katsir, al-Mis{ba>h{ Al Muni>r fi> Tahz\i>b Tafsi>r Ibn Kas\i>r, 213.  

12
 Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, terj. Beni Sarbeni 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), V: 208.  

13
 Isma‟il Ibn Umar Ibnu Katsir, al-Mis{ba>h{ al Muni>r fi> Tahz\i>b Tafsi>r Ibn Kas\i>r, 334.   
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akhirat.
14

 Sehingga dalam ayat ini, larangan Allah kepada hambanya orang-orang 

Mukmin untuk tidak berakhlak serupa dengan dengan akhlak orang munafik, yaitu 

dengan menjadikan mereka (orang-orang kafir) sebagai teman atau wali dan 

meninggalkan orang-orang Mukmin. Dalam tafsirnya, Ath-Thabari menegaskan 

bahwa Allah mengancam orang Mukmin yang menjadikan orang-orang kafir sebagai 

aūliyā‟ (partner atau sahabat) yang dalam hal ini menolong dan melindungi mereka 

dan meninggalkan agamanya (agama orang Mukmin, yakni Islam), maka orang 

Mukmin tersebut termasuk orang-orang munafik yang telah ditetapkan akan masuk 

neraka.
15

  

Kemudian pada surah al-Ma>idah ayat 51, larangan menjadikan orang-orang 

kafir sebagai aūliyā‟ adalah berkenaan dengan sebab turunnya ayat ini. Ayat ini turun 

berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul (tokoh munafik Madinah) dan 

Ubadah bin al-Shamit (salah seorang tokoh Islam dari Bani Auf bin Khazraj) yang 

terikat oleh suatu perjanjian untuk saling membela dengan Yahudi Bani Qainuqa. 

Pada lafadz         (sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian 

yang lain), menurut Ath-Thabari, bahwa makna dari lafadz ini adalah sebagian 

kalangan Yahudi menjadi mitra dan pemimpin bagi sebagian yang lain untuk 

melawan orang-orang Mukmin. Demikian juga dengan orang Nasrani, sebagian dari 

                                                           
14

 Ibid. 

15
 Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, VIII: 31.  
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mereka menjadi pemimpin bagi sebagian yang lainnya yang seagama. Hal ini 

sebagaimana pada kasus Ubadah dari golongan orang-orang Mukmin telah diangkat 

menjadi wali, baik untuk golongannya sendiri maupun untuk orang-orang yang 

meminta perlindungannya, yaitu seperti yang terjadi pada orang Yahudi dan Nasrani 

yang berperang.
16

 

Surah al-Ma>idah ayat 57 sebagai penegasan kembali yaitu menguatkan ayat 

sebelumnya surah al-Ma>idah ayat 51 bahwa hendaknya orang Mukmin berhati-hati 

terhadap orang-orang yang menjadikan agama Islam sebagai sebuah ejekan dan 

permainan. Yang di maksud adalah para ahli kitab (kitabiyyin) dan orang-orang 

musyrik (musyrikin).
17

 Alasan larangan menjadikan para ahli kitab (kitabiyyin) dan 

orang-orang musyrik (musyrikin) sebagai aūliyā‟ adalah bahwa mereka meremehkan 

sesuatu yang lebih mulia dibandingkan dengan apa yang selama ini mereka percayai. 

Sesuatu yang lebih mulia dari kepercayaan mereka adalah syari‟at Islam.
18

 Sedangkan 

pada surah at-Taubah ayat 12, lafadz (ائوّة) aimmah dipahami sebagai pemimpin-

pemimpin kafir, bahwa perintah memerangi mereka (ائوة الكفر)  “pemimpin-pemimpin 

yang kufur” adalah karena mereka menghina agama Islam dan lafadz perintah 

                                                           
16

 Ibid., IX: 104.  

17
 Isma‟il Ibn Umar Ibnu Kas\i>r, al-Mis{ba>h{ al Muni>r fi> Tahz\i>b Tafsi>r Ibn Kas\i>r, 387. 

18
 Ibid.  
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“bunuhlah atau perangilah” dengan tujuan agar supaya mereka berhenti melakukan 

gangguan penganiayaan terhadap siapapun.
19

 

Setelah memperhatikan makna kata di atas yang masuk dalam susunan 

kalimat dalam ayat-ayat tersebut, dan juga lafadz-lafadz yang terdapat pada ayat-ayat 

tersebut yang mengindikasikan larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai 

pemimpin, serta konteks ketika ayat-ayat tersebut diturunkan, bahwa pada hakikatnya 

ayat tersebut melarang menjadikan non Muslim sebagai pemimpin dikarenakan pada 

waktu itu kondisi umat Islam dan non Muslim sedang berada pada ketegangan yakni 

sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa ayat-ayat ini turun sebelum fathu 

Makkah, dan pada saat itu kaum Musyrik memang berada pada puncak kebencian dan 

permusuhan terhadap umat Islam. Sehingga hal ini yang menjadi dilarangnya umat 

Muslim menjadikan dari kalangan non Muslim menjadi pemimpin. 

B. Aplikasi Interpretasi dalam Fungsi Pengembangan Makna 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai ayat-ayat yang melarang 

menjadikan non Muslim sebagai pemimpin dilihat dari segi perkembangan 

maknanya. Dalam artian, bagaimana ayat-ayat ini dimaknai dengan kondisi pada 

masa sekarang yang dilandasi dengan pemaknaan konteks sejarah ayat-ayat tersebut, 

yang terdiri dari historical text, historical author, dan historical audiens. 

Perkembangan makna yang dimaksud adalah suatu pemahaman tambahan dalam 

                                                           
19

 Ibid., 556.   
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menafsirkan suatu teks karena kondisi yang dialami para penafsir yang berbeda-beda. 

Akan tetapi bukan dalam artian penafsiran tersebut hilang kendali dari makna 

subtansi suatu teks, melainkan perkembangan makna di sini adalah suatu 

pengembangan dari makna subtansi yang dikandung oleh teks, yaitu sebagai upaya 

penyesuaian dengan problematika yang sedang dialami para penafsir atau dengan 

kata lain menghidupkan teks sesuai dengan permasalahannya. 

Sebelum pada pembahasan mengenai pengembangan makna dari ayat-ayat 

larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin, di sini penulis akan 

menjelaskan sedikit mengenai tipologi negara secara umum yang ada di dunia, yaitu 

sebagai starting point untuk mengetahui bentuk kenegaraan pada saat di mana teks itu 

muncul, sehingga hal ini mengantarkan kepada pembahasan mengenai pengembangan 

dari makna substansi teks tersebut, yakni ayat-ayat yang melarang menjadikan non 

Muslim sebagai pemimpin.  

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi 

kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara 

tersebut. Berikut pembagian negara ditinjau berdasarkan tipologi negara secara umum 

yang ada di dunia,:
20

  

                                                           
20

 Ibnu Dawam Aziz, “Negara Agama, Negara Sekuler, Negara Atheis, dan Negara Pancasila” 

dalam http://www.kompasiana.com/baniaziz/negara-agama-negara-sekuler-negara-atheis-dan-negara-

pancasila, diakses pada tanggal 13 Oktober 2016. Lihat juga dalam Joko Dwiyanto dan Ign. Gatut 

Saksono, Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila: Agama atau Sekuler; Sosialis atau Kapitalis 

(Yogyakarta: Ampera Utama, 2012), 115-148.  

http://www.kompasiana.com/baniaziz/negara-agama-negara-sekuler-negara-atheis-dan-negara-pancasila
http://www.kompasiana.com/baniaziz/negara-agama-negara-sekuler-negara-atheis-dan-negara-pancasila
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1. Negara Agama 

Negara Agama adalah negara yang menggunakan hukum Agama 

sebagai hukum positif berdasarkan norma-norma salah satu Agama. Sebagai 

contoh adalah agama Kristen yang menundukkan diri terhadap keputusan 

Gereja. Kekuasaan Gereja mengatur segala kebijakan pemerintahan dan 

hukum positif yang berlaku yaitu menganut pada keputusan Gereja. Begitu 

juga dengan negara Islam yang menggunakan syari‟at Islam sebagai hukum 

positif pemerintah Islam akan mengatur negaranya berdasarkan ketentuan 

hukum Islam. Sebagai contoh negara yang menjadikan Kristen sebagai agama 

negara adalah Argentina yang menganut sistem hukum tata negara Katolik 

Roma. Sedangkan negara-negara yang menjadikan Islam sebagai negara 

agama adalah Afganistan, Arab Saudi, Bangladesh, Irak, Iran, Libia, 

Malaysia, Maroko, Mesir, Yaman, dan sebagainya.  

Negara yang menganut sistem agama ini tentunya mewajibkan setiap 

warga negaranya yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden agar 

memeluk agama sebagaimana agama yang dianut oleh negara tersebut. 

Sebagai contoh negara Arab Saudi yang menganut agama Islam, maka sudah 

seharusnya setiap calon presiden harus beragama Islam. Begitu juga sebalik 

nya. 
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2. Negara Sekuler 

Negara sekuler adalah negara yang memisahkan antara kepentingan 

individu dengan kepentingan negara, akan tetapi dalam hal ini negara 

melindungi kepentingan individu. Negara sekuler menempatkan agama dalam 

ranah kepentingan individu. Dan negara melepaskan ideologi negara dari 

pengaruh dan kepentingan agama. Sehingga negara tidak mengatur dan tidak 

campur tangan masalah agama.
21

  

Sistem negara seperti ini tidak mewajibkan bagi setiap warga negara 

yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden agar memeluk suatu agama 

tertentu. Karena pada dasarnya negara tidak memiliki campur tangan terhadap 

permasalahan agama. Pun sistem hukum tata negaranya tidak diatur 

berdasarkan hukum-hukum di dalam suatu agama tertentu. 

Melihat pada kedua tipologi negara secara umum di atas dapat disimpulkan 

bahwa, mayoritas negara di dunia menganut dua tipe negara. Yakni negara agama dan 

negara sekuler. Letak perbedaan keduanya adalah adalah pada sistem hukum tata 

negaranya, di mana negara agama menggunakan hukum-hukum yang sudah diatur 

oleh agama sebagai hukum negara, sedangkan negara sekuler tidak menggunakan 

hukum-hukum agama sebagai acuan dalam merumuskan hukum negara. 
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 https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_sekuler, diakses pada tanggal 13 Oktober 2016.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_sekuler
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Lantas bagaimana sistem hukum tata negara yang dianut bangsa Arab semasa 

hidup nabi Muhammad. Pada masa nabi Muhammad yang menjadi identitas individu 

adalah suku dan agama. Sebagai contoh nabi Muhammad yang merupakan keturunan 

suku Quraisy. Dengan demikian identitas beliau adalah sebagai keturunan Bani 

Quraisy. Sedangkan agama yang berkembang di Arab pada saat itu, sebelum 

datangnya Islam, adalah agama Yahudi dan Nasrani. Sistem suku dan agama ini telah 

lama dianut oleh bangsa Arab pada saat itu. Sistem ini berpengaruh pada tingkat 

sosial yang bagi setiap keturunannya.
22

 Dalam artian bahwa sebuah suku yang 

memiliki derajat tinggi dan dipandang berwibawa oleh suku lain berdampak pula 

pada status sosial pada setiap keturunannya. Sehingga keturunan dari suku yang 

terpandang tersebut memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan dengan individu 

dari suku lain. 

Begitu juga dengan agama, setiap suku di Arab pada saat itu memeluk agama 

yang mayoritas berkembang pada saat itu, yakni agama Yahudi dan Nasrani. Kedua 

agama ini berkembang lebih pesat dibandingkan dengan agama lain seperti Majusi. 

Kedua agama di atas diakui oleh bangsa Arab saat itu sebagai agama nenek moyang 

yang wajib dianut. Sehingga orang-orang yang memeluk agama selain agama tersebut 

dipandang lebih rendah derajatnya.
23

 

                                                           
22

 A. Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Pustaka al Husna Baru, 1992), 61.  

23
 Ibid., 66-67.   
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Ketika agama Islam datang, yaitu pada saat wahyu pertama diturunkan kepada 

nabi Muhammad di Gua Hira oleh mailaikat Jibril, pada saat itu nabi Muhammad 

berusia 40 tahun.
24

 Dan mulai saat itulah nabi Muhammad mulai menyiarkan agama 

Islam kepada umat manusia, terutama penduduk Makkah. Dakwah ini dimulai dengan 

sembunyi-sembunyi dan pada akhirnya setelah menyiarkan agama Islam secara 

sembunyi-sembunyi, nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya ini secara terang-

terangan kepada seluruh penduduk kota Makkah, tentunya dalam menyiarkan ajaran 

agama Islam di kota Makkah, ada yang menerima ada juga yang menolaknya.
25

 

Dalam hal ini kaum kafir Quraisy menolak dakwah Rasulullah ini, berikut sebab-

sebab kaum kafir Quraisy menentang dakwah Rasulullah: (1) kaum kafir Quraisy, 

terutama para bangsawannya sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak dan 

kedudukan antara semua orang. Mereka mempertahankan tradisi hidup berkasta-kasta 

dalam masyarakat. Mereka juga ingin mempertahankan perbudakan, sedangkan 

ajaran Rasulullah (Islam) melarangnya; (2) kaum kafir Quraisy menolak dengan keras 

ajaran Islam tentang adanya kehidupan sesudah mati, yakni hidup di alam kubur dan 

alam akhirat, karena mereka merasa ngeri dengan siksa kubur dan azab neraka; (3) 

kaum kafir Quraisy menolak ajaran Islam karena mereka merasa berat meninggalkan 

agama dan tradisi hidup bermasyarakat warisan leluhur mereka; (3) dan, kaum kafir 

                                                           
24

 Ibid., 82-83.  Lihat juga dalam Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, 

terj. Ali Audah (Bogor: Litera AntarNusa, 1994), 79.  

25
 A. Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam, 84-86.   
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Quraisy menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah karena 

Islam melarang menyembah berhala.
26

 

Meskipun kaum kafir Quraisy menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, 

Rasulullah tetap menyampaikan ajaran Islam ini kepada penduduk Makkah. sehingga 

hal ini menyebabkan kaum kafir Quraisy melakukan beberapa usaha untuk menolak 

dan menghentikan dakwah Rasulullah. Di antara usaha-usaha tersebut yaitu: (1) para 

budak yang telah masuk Islam, seperti: Bilal, Amr bin Fuhairah, Ummu Ubais an-

Nahdiyah, dan anaknya al-Muammil dan Az-Zanirah, disiksa oleh para pemiliknya 

(kaum kafir Quraisy); (2) setiap keluarga dari kalangan kaum kafir Quraisy 

diharuskan untuk menyiksa keluarganya yang telah masuk Islam, sehingga ia kembali 

menganut agama keluarganya; (3) kaum kafir Quraisy mengusulkan pada Muhammad 

agar permusuhan di antara mereka dihentikan. Caranya suatu saat kaum kafir Quraisy 

menganut Islam dan melaksanakan ajarannya, di saat lain umat Islam menganut 

agama kaum kafir Quraisy dan melakukan penyembahan terhadap berhala.
27

 Selain 

itu, kaum kafir Quraisy dengan segala upaya berusaha melumpuhkan gerakan 

Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam di Makkah, hal ini dibuktikan dengan 

pemboikotan terhadap Bani Hasyim dan Bani Muthalib (keluarga besar nabi 

Muhammad). Beberapa pemboikotan itu yaitu memutuskan hubungan perkawinan, 

memutuskan hubungan jual beli, memutuskan hubungan ziarah-menziarahi, dan tidak 
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 Ibid., 87-90.   

27
 Ibid., 90-91.   
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ada tolong menolong.
28

 Selain itu juga dengan meninggalnya paman Rasulullah yaitu 

Abu Thalib dan juga istri beliau Khadijah, hal ini membuat para kafir Quraisy 

semakin berani dan leluasa mengganggu dan menghalangi Rasulullah.
29

 

Kurang  lebih 13 tahun lamanya, nabi Muhammad berjuang menyerukan 

agama Islam di tengah masyarakat Makkah dengan penuh kesabaran. Setelah 

mendapat tekanan yang sangat keras dari kafir Quraisy, nabi Muhammad 

memutuskankan untuk berhijrah ke Madinah. Hal ini dilakukan agar umat Muslim 

bebas melaksanakan perintah agama dan terlepas dari siksaan dan ancaman kaum 

kafir Makkah. Selain itu, alasan utama yang menjadi pertimbangan nabi Muhammad 

berhijrah ke Madinah adalah adanya jaminan keselamatan terhadap nabi Muhammad 

dan umat Muslim oleh penduduk Madinah. Jaminan keselamatan ini disampaikan 

dalam sebuah perjanjian yang dikenal dalam sejarah dengan sebutan Bai‟at Aqabah.
30

  

Bai‟at Aqabah terjadi dua kali, pertama, Bai‟at Aqabah I di mana ketika tiga 

belas penduduk Madinah menemui Rasulullah di bukit Aqabah. Mereka berikrar 

untuk memeluk agama Islam di hadapan nabi Muhammad.  Peristiwa ini terjadi pada 

tahun 621 Masehi. Kedua, Bai‟at Aqabah II yang terjadi pada tahun 622 Masehi. 

                                                           
28

 Pemboikotan ini diawali dengan pertemuan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dan 

dala pertemuan ini diambil suatu kepurusan yaitu untuk memboikot Bani Hasyim. Karena menurut 

kaum Kafir Quraiys, bahwa kekuatan nabi Muhammd bersumber pada keluarganya. Karena 

keluarganya inilah yang melindungi dan membela beliau. Pemboikotan terhadap keluarga nabi 

Muhammad ini berlangsung selama tiga tahun lamanya. Lihat dalam A. Syalabi, Sejarah dan 

Kebudayaan Islam, 95.  

29
 A. Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam, 97-99.  

30
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Peristiwa ini terjadi ketika tujuh puluh penduduk Madinah yang terdiri dari suku Aus 

dan suku Khazraj pergi ke Makkah dengan tujuan beribadah haji. Sesampainya di 

Makkah mereka menemui nabi Muhammad dan mengajak beliau untuk berhijrah ke 

Madinah dan berjanji akan membela dan melindungi beliau sebagaimana mereka 

melindungi anak dan keluarga mereka.
31

  

Setelah mendapat jaminan keselamatan tersebut, akhirnya nabi hijrah ke 

Madinah. Beliau sampai di Madinah pada hari Jum‟at 12 Rabiul awal tahun 1 

Hijriyah. Di Madinah nabi Muhammad ditunjuk sebagai pemimpin umat Islam. 

Melihat kondisi penduduk di Madinah yang notabenenya masih ada yang memeluk 

agama Yahudi dan Nasrani, nabi Muhammad memutuskan untuk merumuskan 

undang-undang agar apa yang terjadi di Makkah, berupa siksaan dan tekanan 

terhadap umat Muslim, tidak terulang kembali. Undang-undang ini dikenal dengan 

Piagam Madinah.
32

 

Berdasarkan peristiwa di atas, penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa 

kewajiban untuk memilih pemimpin yang beragama Islam di wilayah yang mayoritas 

penduduknya Islam tujuannya adalah agar umat Islam merdeka dari siksaan dan 
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 Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, 167-173.  

32
 Piagam Madinah yang dalam bahasa Arab صحيفة الودينة dikenal dengan sebutan Konstitusi 

Madinah. Sebuah dokumen yang disusun oleh nabi Muhammad, yang merupakan suatu perjanjian 

formal antara beliau dengan suku-suku dan kaum-kaum penting di Madinah pada tahun 622 M. 

Dokumen ini menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum 

Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah, sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan 

komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut dengan Ummah. Penjelasan lebih lanjut mengenai Piagam 

Madinah, lihat dalam Zuhairi Misrawi, Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan 

Muhammad SAW (Jakarta: Kompas, 2009), 293-306.  
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ancaman dari pemimpin non Muslim, sebagaimana yang terjadi di Makkah. Setelah 

hijrahnya nabi Muhammad ke Madinah yang menjadi identitas setiap individu adalah 

agama yang dipeluk. 

Seiring dengan berkembangnya zaman, ketika pada zaman nabi Muhammad 

yang menjadi identitas individu adalah agama, maka pada zaman sekarang 

berkembanglah sistem pemerintahan berbentuk negara. Di mana, setiap individu 

memiliki identitas sebagai warga negara tertentu. Sebagai contoh si A yang lahir di 

Indonesia, maka ia menjadi warga negara Indonesia. Begitu pula dengan individu-

individu lain yang lahir di berbagai negara di dunia, ketika ia lahir di suatu negara 

maka secara otomatis ia menjadi warga dari negara tersebut. 

Agama yang dianut oleh individu tersebut sudah tidak lagi menjadi identitas, 

yang diakui secara sah oleh dunia, baginya. Untuk itulah identitas seseorang sebagai 

warga negara tertentu menjadi sangat penting untuk dimiliki. Melihat pada hak-hak 

yang bisa diterima individu tersebut, seperti keamanan, jaminan kesehatan, tempat 

tinggal, dan lain-lain, dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh individu 

tersebut kepada negaranya.  

Inilah yang menjadi perbedaan identitas individu pada masa nabi dan saat ini. 

Di mana pada zaman nabi Muhammad yang menjadi identitas individu adalah agama 

yang dipeluknya dan tidak memandang pada wilayah di mana ia lahir. Sedangkan saat 

ini, identitas seseorang ditentukan oleh kewarganegaraanya yang ditentukan 
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berdasarkan batasan wilayah-wilayah (negara-negara) tertentu. Dalam hal ini, agama 

tidak lagi menjadi identitas yang penting bagi individu saat ini.  

Setiap negara di dunia, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa, 

memiliki hukum tata negara dan sistem pemilihan pemimpin (presiden, kepala 

negara, dan lain-lain) yang berbeda. Sebelumnya disebutkan bahwa mayoritas negara 

di dunia menganut hukum tata negara agama dan sekuler, di mana negara agama 

mewajibkan setiap calon pemimpinnya diwajibkan memeluk suatu agama tertentu 

sebagaimana yang telah diatur, sedangkan negara sekuler tidak mewajibkan hal itu. 

Tentunya sistem ini haruslah diikuti oleh setiap warga negara sebagai sebuah bentuk 

kewajiban warganya terhadap negara.  

Jika demikian tentu kewajiban memilih, mengusung, mencalonkan seorang 

muslim sebagai pemimpin negara bukan lagi menjadi hal yang patut diperhatikan. 

Hal ini melihat pada identitas setiap individu tidak lagi didasarkan pada agama, tetapi 

didasarkan pada negara di mana ia tinggal. Begitu juga bahwa setiap negara memiliki 

sistem pemilihan pemimpin negara yang berbeda-beda yang wajib diikuti oleh setiap 

warganya sebagai bentuk kewajiban terhadap negara. 

Oleh karena itu, ketika melihat pada peristiwa turunnya ayat-ayat larangan 

menjadikan non Muslim sebagai pemimpin (dalam surah Ali Imra>n ayat 28, surah al-

Nisa>„ ayat 144, surah al-Ma>idah ayat 51 dan 57, serta surah at-Taubah ayat 12), 

penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa poin penting dilarangnya dari kalangan 
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non Muslim menjadi pemimpin. Pertama, konflik dan ketegangan antara Muslim dan 

non Muslim. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kaum kafir pada 

saat itu berada pada puncak kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang 

Muslim. Kedua, ketika non Muslim menjadi pemimpin orang-orang Muslim mereka 

dikhawatirkan akan menindas kaum Muslim. Hal ini sebagaimana telah disinggung 

sebelumnya bahwa ketika kaum kafir Makkah menguasai kota Makkah, mereka tidak 

segan-segan menyiksa keluarga mereka yang memeluk agama Islam hingga mereka 

kembali pada agamanya.     

Dengan demikian, dari kedua poin di atas, dapat diambil pemahaman bahwa 

ayat-ayat larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin adalah karena pada 

zaman nabi, yang menjadi identitas individu adalah agama. Sehingga nampak jelas 

ketika mengharuskan pemimpin pada saat itu haruslah dari kalangan Muslim. Hal ini 

berbeda dengan negara sekuler, yang mana kewajiban memilih, mengusung, dan 

mencalonkan seseorang dari agama tertentu sebagai pemimpin negara bukan lagi 

menjadi hal yang patut diperhatikan. Hal ini melihat pada identitas setiap individu 

tidak lagi didasarkan pada agama, tetapi didasarkan pada negara di mana ia tinggal.  

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada negara sekuler, sistem 

negara seperti ini tidak mewajibkan bagi setiap warga negara yang hendak 

mencalonkan diri sebagai presiden atau jabatan-jabatan strategis lainnya agar 

memeluk suatu agama tertentu. Karena pada dasarnya negara tidak memiliki campur 

tangan terhadap permasalahan agama. Begitu juga sistem hukum tata negaranya tidak 
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diatur berdasarkan hukum-hukum di dalam suatu agama tertentu. Sehingga, dalam hal 

ini setiap warga negara diberikan hak-hak politik yang sama sebagaimana warga 

negara yang lainnya. 

C. Aplikasi Interpretasi dalam Fungsi Implikasi  

Jika pada bagian fungsi historis (historical function) dan fungsi 

pengembangan makna (meaning function) dijelaskan kentalnya persinggungan antara 

kaum Muslim dan non Muslim menjadi alasan munculnya larangan menjadikan non 

Muslim sebagai pemimpin, karena konteks pada saat itu yang menjadi identitas 

individu adalah agama. Maka pada zaman sekarang, khususnya di Indonesia hal ini 

harus dilihat kembali mengenai sistem pemilihan pemimpin yang ada di negara 

Indonesia, mengingat negara Indonesia bukan negara agama yang mana indentitas 

seseorang tidak lagi berdasarkan pada agama masing-masing individu.  

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai negara agama dan 

negara sekuler. Bahwa negara agama adalah negara yang mencantumkan salah satu 

agama sebagai dasar konstitusi. Sedangkan negara sekuler ialah negara yang sama 

sekali tidak melibatkan unsur agama di dalam urusan negara. Menteri Agama 

Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara 

agama, bukan juga negara sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan 

bernegara.
33

 Lukman menerangkan bahwa negara Indonesia melalui Kemenag 
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 Pernyataannnya ini merupakan sambutan yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta 

Djarot Saiful Hidayat pada upacara peringatan ke-70 Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag Tahun 2016 di 
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memfasilitasi pelayanan keagamaan bagi setiap warga negara secara adil dan 

profesional, seperti pelayanan pencatatan nikah, talak dan rujuk, termasuk pada saat 

peradilan agama. Selain itu juga, seperti pelayanan penerapan agama seperti 

pendidikan agama, pelayanan ibadah haji, serta pembinaan kerukunan umat 

beragama. Lukman Hakim Saifuddin menegaskan kembali, bahwa negara yang 

berdasarkan Pancasila ini, tidak ada diktator mayoritas dan tirani minoritas. Sehingga 

semua umat beragama dituntut untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-

masing.
34

 

Sehingga dalam hal ini, menurut penulis Indonesia bukan negara agama yang 

mengakui adanya salah satu agama resmi, dan tentu saja bukan negara sekuler yang 

tidak menolerir campur tangan agama di dalam urusan negara. Di negara Indonesia, 

Pancasila dan UUD 1945 menjamin dan sekaligus melindungi seluruh warganya 

untuk beragama sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 

Negara menjamin di bumi Indonesia ini tidak ada agama eksklusif yang harus lebih 

dominan di antara agama-agama lainnya, sekalipun di antaranya ada agama mayoritas 

mutlak dianut oleh warganya.  

                                                                                                                                                                      
Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag DKI, Minggu (3/1). Acara itu dihadiri perwakilan tokoh agama di 

DKI, dan Kakanwil Kemenag DKI Abdurrahman Harun. Dalam Johara, “Menag: Indonesia Bukan 

Nrgara Agama dan Juga Bukan Negara Sekuler”, http://poskotanews.com/2016/01/03/menag-

indonesia-bukan-negara-agama-dan-juga-bukan-sekuler/, diakses pada tanggal 15 Oktober 2016. 

34
  Johara, “Menag: Indonesia Bukan Nrgara Agama dan Juga Bukan Negara Sekuler”, 
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Indonesia adalah negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam 

terbesar di dunia. Jauh melampaui negara-negara di Timur Tengah yang merupakan 

asal muasal dari agama Islam itu sendiri, seperti Arab Saudi, Pakistan, India, 

Bangladesh, Mesir, Nigeria, Iran, Aljazair, dan Maroko.
35

 Akan tetapi, berbeda 

dengan negara-negara tersebut yang mencantumkan Islam dan konstitusi sebagai 

agama negara, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan harus mengacu 

kepada ajaran Islam, sedangkan Indonesia bukanlah negara Islam meskipun 

mempunyai penduduk mayoritas Islam. Hal ini dikarenakan struktur masyarakatnya 

yang mempunyai ragam agama, ras, suku, dan kebudayaan, bahkan dalam UUD 1945 

tidak ada pasal dan ayat yang menyebutkan keislaman negara Indonesia.
36

 Karena 

setiap negara memiliki bentuk pemerintahan masing-masing, dan bentuk 

pemerintahan ini merupakan rangkaian institusi politik yang dipakai untuk 

mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaan atas suatu komunitas 

politik.  

Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan Republik Konstitusional sebagai 

bentuk pemerintahan. Dalam konstitusi Indonesia Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 

ayat (1) menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk 

Republik”. UUD (Undang-undang Dasar) adalah sebuah kontrak sosial antara rakyat 

dan penguasa. UUD ini mengatur pembagian kekuasaan, menjalankan kekuasaan, hak 
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 Ibnu Mujar Syarif, Presiden Non Muslim di Negara Muslim, hlm. 4-5.  

36
 Munawir Sjadzali, Islam: Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa (Jakarta: UI 

Press, 1993), 80.  



100 
 

dan kewajiban, dan aturan lain tentang kehidupan bernegara. Sehingga apabila ayat-

ayat al-Qur‟an tentang larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin 

digunakan sebagai dalih penolakan terhadap non Muslim yang akan menjadi 

pemimpin di Indonesia, hal ini kurang tepat. Karena di Indonesia bukanlah negara 

Islam, bahkan dalam UUD 1945 tidak ada pasal dan ayat yang menyebutkan 

keislaman negara Indonesia. Sehingga tidak ada seorangpun dari komunitas dan 

agama apapun yang dapat dieksklusifkan dengan alasan apapun, karena segala bentuk 

diskriminasi benar-benar tidak etis. Bentuk pemerintahan seperti Indonesia ini, 

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, menghimpun semua golongan dari agama 

manapun dan tidak ada dari golongan atau agama manapun yang didiskriminasikan, 

termasuk di dalamnya non Muslim itu sendiri. 

Pada konteks sekarang khususnya di Indonesia menurut penulis kurang tepat 

apabila ayat al-Qur‟an tentang larangan menjadikan non Muslim digunakan dalih 

untuk menolak pemimpin dari kalangan non Muslim, baik itu presiden, gubernur 

ataupun bupati. Karna Indonesia bukanlah negara Islam dan tidak ada juga pasal dan 

ayat dalam UUD yang menyatakan keIslaman Indonesia.
37

 Dengan banyaknya agama 

maupun aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, konflik antar agama sering kali 

tidak terelakkan, sebagaimana konflik beberapa tahun lalu, tepatnya pada  19 

November 2014 dilantiknya Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang non Muslim 

menjadi gubernur di DKI Jakarta, menggantikan kepemimpinan Joko Widodo yang 
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kini menjabat sebagai presiden Indonesia yang ke 7. Hal ini menjadi kurang etis 

apabila ayat al-Qur‟an digunakan sebagai dasar penolakan dari kalangan non Muslim 

menjadi pemimpin di negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, karena 

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penduduk di Indonesia struktur 

masyarakatnya mempunyai ragam agama, ras, suku, dan kebudayaan. Bahkan dalam 

UUD 1945 dinyatakan bahwa “tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk 

memilih dan mempraktikkan kepercayannya masing-masing” dan “menjamin 

semuanya akan kebebasan untuk menyembah menurut agama atau kepercayaannya”. 

Ketika ayat-ayat al-Qur‟an tentang larangan menjadikan non Muslim sebagai 

pemimpin digunakan sebagai dalih untuk menolak semua dari kalangan non Muslim 

yang ada di Indonesia ketika diangkat menjadi pemimpin (seperti presiden ataupun 

gubernur), menurut hemat penulis hal ini kurang tepat. Dalam konteks Indonesia, 

semua masyarakat dijunjung tinggi bersatu padu dalam membangun negara Indonesia 

yang dinaungi oleh UUD 1945 dan Pancasila. Seperti yang telah disebutkan pada bab 

sebelumnya mengenai pendapat M. Quraish Shihab, bahwa orang-orang non Muslim 

dibagi menjadi tiga kelompok. Salah satu dari kelompok tersebut adalah non Muslim 

yang tinggal bersama orang-orang Islam dan berbuat baik dengannya.    

Terkait dengan permasalahan yang peneliti angkat di latar belakang penelitian 

ini, yaitu kasus Basuki Tjahya Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta yang 

non Muslim (dari etnis Tionghoa dan pemeluk agama Kristen Protestan). Menurut 

peneliti, ayat-ayat tentang larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin, yang 
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telah dibahas pada pembahasan sebelumnya tidak relevan pada konteks Indonesia 

saat ini ketika dijadikan sebagai alasan untuk menolak Basuki Tjahya Purnama 

(Ahok) menjadi gubernur DKI Jakarta, yaitu selama dia tidak memusuhi orang-orang 

Islam yang ada di DKI Jakarta. Apabila yang menjadi ketakutan dan kekakhawatiran 

menjadikan Basuki Tjahya Purnama (Ahok) atau pemimpin non Muslim lainnya yang 

ada di Indonesia yaitu mengeluarkan kebijakan yang tidak diinginkan atau kebijakan 

yang bertentangan dengan prinsip-prinsip orang Islam, menurut peneliti kekhawatiran 

seperti ini tidak berlaku lagi pada konteks sekarang, khususnya di Indonesia sendiri. 

Karena suatu kebijakan tidak bisa diputuskan oleh sepihak saja, akan tetapi hal 

semacam ini sudah diatur oleh Pasal 15 UUD Nomor 10 Tahun 2004. 

Sehingga apabila dikaitkan kembali pada konteks ketika ayat-ayat tersebut 

diturunkan, bahwa non Muslim pada saat itu memusuhi dan memerangi umat Muslim 

bahkan menyiksa dan menindas umat Muslim. Hal ini kurang relevan jika ayat-ayat 

tersebut digunakan sebagai dalih untuk menolak pemimpin non Muslim di negara 

yang mayoritas Muslim seperti Indonesia. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya 

bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang mana segala sistem pemerintahan 

diatur dalam Undang-undang Dasar.  

Pada kenyataannya, beberapa daerah di Indonesia yang pernah dipimpin oleh 

seorang  non Muslim, tidak pernah ada perpecahan agama. Sebagai contoh walikota 

Solo yang beragama non Muslim yaitu Fransiskus Xaverius Hadi Rudiyatmo yang 

menggantikan Joko Widodo pada tahun 2012 kemarin. Kemudian Agustin Teras 
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Narang yang menjabat sebagai gubernur Kalimantan Tengah pada dua periode yaitu 

pada tahun 2005-2010 dan 2010-2015. Bahkan kepemimpinan Basuki Tjahya 

Purnama (Ahok) yang non Muslim menjadi gubernur di DKI Jakarta menggantikan 

kepemimpinan Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Presiden di Indonesia. 

Semua daerah yang dipimpin oleh mereka adalah daerah yang mayoritas 

penduduknya adalah Muslim di Indonesia. Akan tetapi, penulis tidak menemukan 

adanya perpecahan agama ataupun konflik agama karena kepemimpinan mereka yang 

berasal dari kalangan non Muslim. Selama kepemimpinan mereka juga tidak pernah 

mengeluarkan kebijakan yang tidak diinginkan atau kebijakan yang bertentangan 

dengan prinsip-prinsip orang Islam. hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan 

negara hukum, yang mana segala sistem pemerintahan diatur dalam Undang-undang 

Dasar. Sehingga tidak mungkin mereka berbuat sewenang-wenang. 

Dari pernyataan di atas, terlihat jelas apabila dikaitan dengan konteks 

kemunculan ayat-ayat yang melarang menjadikan dari kalangan non Muslim sebagai 

pemimpin. Bahwa selain konteks kemunculan ayat tersebut karena pada saat itu yang 

menjadi identitas setiap individu adalah agama dan juga karena pada waktu itu orang-

orang non Muslim membenci dan memerangi umat Muslim, maka pada saat ini 

khususnya di Indonesia, larangan tersebut bukan lagi yang diisyaratkan oleh ayat 

tersebut agar tidak menjadikan semua dari kalangan non Muslim sebagai pemimpin. 

Akan tetapi, melihat bahwa Indonesia bukan negara Islam yang mengharuskan semua 

pemimpinnya adalah dari kalangan Muslim. Selain itu juga, selama pemimpin 
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tersebut tidak berbuat semena-mena dan tidak memberikan perlakuan khusus 

terhadap pemeluk agama yang dianutnya. Hemat penulis, larangan menjadikan 

pemimpin dari non Muslim berlaku apabila mereka berbuat semena-mena, memusuhi 

orang Muslim, dan adanya perlakuan khusus terhadap pemeluk agama yang 

dianutnya. 

Pada hakikatnya illat dari larangan menjadikan pemimpin non Muslim 

tersebut adalah karena mereka memusuhi dan memerangi orang Islam. Apabila 

illatnya itu bisa diatasi atau tidak ada lagi, maka larangan tersebut bisa dicabut 

kembali. Hal ini sebagimana kaidah Ushul Fiqh “al-hukmu yadu>ru ma’a al-‘illah 

wuju>dan wa ‘adaman” ( ), “hukum berubah karena 

perubahan illah atau sebab” dan “al-hukmu yataghayyar bi taghayyur al-‘azimah wa 

al-amkinah wa al-ahwa>l wa al-wa’i>d” (hukum berubah karena perubahan waktu, 

tempat keadaan atau situasi maupun niat). Sehingga dalam hal ini berlaku atau 

tidaknya suatu hukum tergantung ada atau tidak ada illat yang mendasarinya.
38

 Dari 

keterangan di atas, sehingga di sini penulis merumuskan bahwa larangan bagi orang 

Islam menjadikan pemimpin non Muslim dalam konteks Indonesia saat ini adalah 

ketika non Muslim tersebut memusuhi, memerangi dan menindas orang-orang 

Mukmin. Berkaitan dengan hal ini Allah berfirman dalam al-Qur‟an surah al-

Mumtah{anah ayat 8-9: 
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Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 

orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu 

dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. 

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-

orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan 

membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan barangsiapa menjadikan mereka 

sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. 

Ayat di atas menunjukkan bahwa kebolehan kaum Muslimin dalam menjalani 

hubungan kerjasama dengan golongan yang lain, berbuat baik, sikap bersahabat 

kepada mereka, dan memberi hak dan apa yang  menjadi bagian mereka. Dalam ayat 

di atas disebutkan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil, sehingga 

perbedaan akidah tidak menjadi penghalang bagi kaum Mukmin untuk berbuat adil 

kepada siapapun, termasuk kepada orang yang mempunyai keyakinan berbeda 

dengan kita, yaitu orang-orang dari kalangan non Muslim.  

Kondisi kemajemukan agama dalam ranah Indonesia tidak serta merta 

menjadi pemicu munculnya konflik atas dasar agama. Bahkan sebaliknya, realita 

mendeskripsikan bahwa Muslim dan non Muslim hidup saling berdampingan. 

Sehingga kurang tepat kiranya jika menjadikan ayat al-Qur‟an tentang larangan 

menjadikan non Muslim sebagai pemimpin untuk menolak semua dari kalangan non 
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Muslim menjadi pemimpin di negara yang berasaskan UUD dan tidak menjadikan 

Islam sebagai agama negara. Hal ini terkesan tidak adil apabila ada diskriminasi 

terhadap non Muslim di Indonesia dalam hal menjadikan mereka sebagai pemimpin. 

Semestinya setiap warga negara diberikan hak-hak politik yang sama sebagai warga 

negara. Berkaitan dengan ini, Allah berfirman dalam al-Qur‟an surah al-Ma>idah ayat 

8 bahwa: 

                       

                         

     

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan 

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. 

Ayat-ayat al-Qur‟an yang digunakan sebagai dalih penolakan terhadap 

pemimpin non Muslim seharusnya dilihat terlebih dahulu konteks historis ayat-ayat 

tersebut diturunkan. Sehingga tidak serta merta dalam menyikapi bahwa semua dari 

kalangan non Muslim tidak bisa menjadi pemimpin di negara yang mayoritas 

Muslim, khususnya di Indonesia yang sistem pemerintahannya sudah diatur dalam 

Undang-undang Dasar.   
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